PENYELESAIAN UTANG PAJAK YANG TIDAK DIAKUI DALAM
DAFTAR TAGIHAN DEBITOR PAILIT

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011)

STUDI KASUSHUKUM

UNIVERSITAS
VIS INOAN

\‘

SAMENNSY

Oleh

NOVRITA DASAWATI

No. Mahasiswa : 09410009

PROGRAM STUDI S11LMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2013



PENYELESAIAN UTANG PAJAK YANG TIDAK DIAKUI DALAM
DAFTAR TAGIHAN DEBITOR PAILIT

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011)

STUDI KASUS HUKUM

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

‘Oleh

NOVRITA DASAWATI

No. Mahasiswa : 09410009

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2013



STUDI KASUS HUKUM

PENYELESAIAN UTANG PAJAK YANG TIDAK DIAKUI DALAM DAFTAR
TAGIHAN DEBITOR PAILIT

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada Tanggal 8 April 2013

Yogyakarta, 18 Februari 2013

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum)



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENYELESAIAN UTANG PAJAK YANG TIDAK DIAKUI DALAM DAFTAR
TAGIHAN DEBITOR PAILIT

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 8 April 2013 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 8 April 2013
Tim Penguji Tanda/Tangan
1. Ketua :Prof.Dr.Ridwan Khairandy,SH., MH
2. Anggota : Dr. Siti Anisah,SH., M.Hum

3. Anggota :H.Bagya Agung Prabowo,SH.,M.Hum

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia




SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

s « /’ "4 ‘&’u
- ~ ALY
e . 2L

Yang bertanda tangam di bawah ini, saya:
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MOTTO

Jangan pernah berhenti untuk berikhtiar, sebeluahAhenghentikan nafas kita.

(mutiara islami)

Sediakan waktu untuk berpikir, itulah sumber ke&nat
Sediakan waktu untuk bermain, itulah sumber awetanu
Sediakan waktu untuk membaca, itulah jendela dunia.
Sediakan waktu untuk berteman, itulah jalan mekapahagiaan.
Sediakan waktu untuk bermimpi, itulah yang membkitzake bintang.
Sediakan waktu untuk mencintai dan dicintai, hutak istimewa dariNya.

Sediakan waktu untuk melihat sekeliling kita, karéari kita terlalu singkat untuk

mementingkan diri sendiri.

Sediakan waktu untuk tertawa, itulah musik jiwa.
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A. Alasan Pemilihan Kasus

Penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kraditor melalui kepailitan
dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif. &&ag Kepailitan menurut Pasal 1
angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adataita umum atas semua
kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan persbarg/a dilakukan oleh Kurator
di bawah pengawasan Hakim Pengawas”. Menurut Muihiady, pengertian
kepailitan adalah suatu sitaan umum atas seluruta ltebitor agar dicapainya
perdamaian antara debitor dan para kreditor atautegta tersebut dapat dibagi-bagi

secara adil di antara para kreditor.

Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan khusng partugas menangani
permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajipambayaran utang.
Berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tent&epailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menkadakewenangan mutlak
peradilan umum untuk memeriksa permohonan paitigde menetapkan Pengadilan
Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kewenangdankumenerima permohonan

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran ftang

! Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, him 8.
? Aria Suyudi, Analisis Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan di Negeri Pailit, Jakarta : Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004, him.39.



Dasar utama kewenangan mutlak ini adalah Pasalgkaaf juncto angka 7
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailidan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Selengkapnya pasailéniatakan :
“ Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingaongeradilan umum?”.

Pernyataan pailit dimaksudkan untuk menghindari ypi@an dan eksekusi
perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tigakpu membayar utang-
utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailityifsam dan eksekusi harta

kekayaan debitor dilakukan secara umum untuk kepgart kreditor-kreditornya.

Menurut hukum perdata, seseorang dapat dikatakanpongyai utang apabila
telah terjadi perikatan diantara para pihak. Peaikaliatur dalam Buku ke- 11l Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Definisi perikatatiaddaubungan hukum antara 2
(dua) pihak dalam lapangan harta kekayaan, salah phak berhak atas suatu
prestasi sedangkan pihak yang lain berkewajiban enah prestasi itu. Menurut
Riduan Syahrani, perikatan adalah suatu hubung&aonmwyang menimbulkan hak
dan kewajiban. Hubungan hukum yang menimbulkan thak kewajiban dalam
perikatan tersebut adalah antara 2 (dua) pihak ¥aéditor dan debitot.Pasal 1233
menyatakan : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan ba#drdna persetujuan, baik karena

undang-undang”.

* Riduan Syahrani, Asas-asas Hukum Perjanjian, Jakarta : Rajawali, 1985, him. 205.



Perikatan yang timbul karena undang-undang dapéati karena undang-undang
saja atau karena undang-undang dengan perbuatarsismallenurut hukum pajak,
utang pajak timbul karena undang-undang saja, tbdrarus terlebih dahulu ada
undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungusgak.pDengan adanya
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang PPh, Ypdadang Nomor 11
Tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM, Undang-undangoNd Tahun 1994
tentang PBB dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 188%ang BPHTB (Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), makaigejakbul utang pajak dari tiap

subjek hukum pajak yang memenuhi syarat sebagab\Wajak®

Hukum perdata umum membedakan kreditor hanya miekijeditor preferen dan
kreditor konkuren. Kreditor preferen dapat mencakogditor yang memiliki hak
jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undadgng harus didahulukan
pembayaran piutangnya. Akan tetapi di dalam kepailikreditor diklasifikasikan
menjadi 3 (tiga) macam vyaitu kreditor separatissdkor preferen, dan kreditor
konkuren® Yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya taegiang menurut
undang-undang harus didahulukan pembayaran piwangaperti pemegang hak
privilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya. Seaangfeditor yang

memiliki hak jaminan kebendaan diklasifikasikan giem sebutan kreditor separatis.

* Wirawan B. llyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Jakarta : Salemba Empat, 2004, him. 42.

> Edwar Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepadailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, Mandar Maju, Bandung, 2012, him 49.

®Hadi seperti dikutip oleh Edwar Manik, Ibid.



Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengmntang hak
istimewa (hak preferen) yang menyebabkan tingkaseorang yang berpiutang

lebih tinggi daripada yang lain. Selengkapnya pasahenyatakan :

“ Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangamgddiberikan kepada
seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tirdggipada orang berpiutang
lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang®glai dan hipotik adalah

lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalaat-tal dimana oleh undang-
undang ditentukan sebaliknya.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan pasal tersatbaftah Pasal 1137 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 21 UndangAdgndomor 9 Tahun 1994

tentang Perpajakan. Pasal 1137 Kitab Undang-UnHaikgm Perdata menyatakan :

“Hak dari kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-leadan umum yang dibentuk
oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya nedakkan hak itu, dan jangka
waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalamagai undang-undang khusus
yang mengenai hal-hal itu. Hal-hal yang sama mesigegrsatuan-persatuan atau
perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian mmendapat hak untuk

memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yamgph ada atau akan
diadakan tentang hal itu”

Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan menyatakan :

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihgakpatas barang-barang
milik penanggung pajak.

(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimanakdud dalam ayat (1),
meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupaday denda, kenaikan, dan
biaya penagihan pajak.

Berdasarkan keterkaitan antara 3 (tiga) ketentaeselut yakni Pasal 1134 dan

1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pdsalat (1) dan (2) Undang-

Undang Perpajakan, jelas bahwa Negara mempunyainkeaklahulu atas segala hak



lainnya, termasuk atas hak kreditur separatis. @dtapailitan, kedudukan Negara
adalah sebagai kreditor preferen, yaitu kreditargymemiliki hak istimewa. Negara
yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak jugampunyai hak istimewa terkait
dengan utang pajak debitor sebagai Wajib PajakarDdlal wajib pajak dinyatakan
pailit, bubar, atau likuidasi, maka kurator, likaidr atau orang atau badan yang
ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang meikdradparta wajib pajak dalam
pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegaattae atau kreditor lainnya
sebelum menggunakan harta tersebut untuk membagag pajak Wajib Pajak

tersebut’

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitiamkan fokus membahas tentang
“ditolaknya permohonan Kementerian Keuangan Reguiblilonesia Dirjen Pajak
Kantor Wilayah Selatan dan Tengah, Kantor Pelaydsgak Pratama Banjarmasin
pada tingkat kasasi perihal bantahan atas dafgiha@a kreditor PT Hendratna

Plywood ( dalam pailit) yang diakui.”

Pada kasus ini PT Hendratna Plywood (dalam paié)niliki utang pajak yang
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baagén adalah sejumlah Rp
751.478.577,00 (tujuh ratus lima puluh satu jutga@matus tujuh puluh delapan ribu
lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah). Utang pajeksebut terdiri Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar sejumlah Rp 673.271.954,00 (neradus tujuh puluh tiga juta

dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus Ipuuh empat Rupiah) dan Surat

" Munir Fuady, op. cit., him 157.



Tagihan Pajak sejumlah Rp 77.706.623,00 (tujuhtpaljuh juta tujuh ratus enam
ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) yang berlasd_aporan Hasil Audit (LHA)

utang pajak tersebut terdiri dari PPN Impor, PBBn dunga Penagihan. Utang
pajak tersebut diajukan pada tanggal 7 Mei 201€laetpernyataan pailit diucapkan
dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Utang PBggjthan pajak kurang bayar
atas PT Hendratna Plywood diajukan pada tanggaDHi®ber 2010 namun utang
pajak tersebut tidak diakui. Setelah itu Kementet@uangan Republik Indonesia
Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan dan Tengah BaRgjak Pratama Banjarmasin
telah mengajukan permohonan Penyelesaian Perseli$ifigihan (Renvoi Prosedur)
di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jalkarsat. Permohonan tersebut
diputus pada tanggal 21 Juni 2011 dengan nomor santu
16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dan diucapkan padaggal 23 Juni 2011 dihadiri

oleh Kuasa Hukum Pemohon yang amar putusannyai berenolak permohonan

keberatan (renvoi prosedur) Pemohon untuk seluaihnyerhadap ditolaknya

permohonan keberatan (renvoi prosedur) tersebutek@man Keuangan Republik
Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan damgih Kantor Pajak Pratama
Banjarmasin mengajukan permohonan ditingkat kakegada Mahkamah Agung.
Terhadap permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agueggeluarkan putusan
dengan nomor 540/K/Pdt.Sus/2011. Dalam putusanrgjelisn hakim menyatakan

menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Kesmant Keuangan Republik

Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan damgih Kantor Pajak Pratama

Banjarmasin. Mengacu pada ketentuan-ketentuan lyarigku tentang hak istimewa



yang dimiliki negara, dalam hal Wajib Pajak telahydtakan pailit, Wajib Pajak
harus terlebih dahulu membayar utang pajak, kajgdaa menurut Undang-undang
Perpajakan kedudukan Kantor Pajak adalah sebagditir Preferen yang memiliki

hak istimewa diatas segala-galanya untuk mendagmabgayaran terlebih dahulu.

Preferensi utang pajak sudah jelas dinyatakan daladang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Pajak, bahwa :

“dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubarawatlikuidasi; maka kreditor,

likuidator, orang, atau badan yang ditugasi untekakukan pemberesan dilarang

membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembabaatau likuidasi kepada

pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum meaggn harta tersebut
untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut”

Namun pada kenyataannya, hak istimewa yang dimilildgara justru
dikesampingkan. Adanya pertentangan antara keteti@ntuan yang berlaku dan
prakteknya dalam hal kepailitan ini menjadi menanikuk dibahas lebih lanjut oleh

Penulis.

Pada tahap kasasi terdapat perbedaan pendapad &@hara Majelis dengan
Hakim Anggota dan mengajukan dissenting opiniongykarisi menguatkan dalil-
dalil dari Pemohon Kasasi, bahwa bukti sah piutpagk yang telah dibuat oleh
Pemohon Kasasi tidak ditanggapi, Termohon Kaséasi dalam melaksanakan tugas
ketika mengundang Pemohon Kasasi untuk menghaetrkreditor dari Kurator,
dan Pemohon Kasasi adalah kreditor yang mempungdk preferens yang

mendahulukan kepentingan negara.



Dengan adanya perbedaan pendapat dan dissentingropiari Ketua Majelis
yang menguatkan dalil-dalil dari Pemohon Kasasinieinjadi lebih menarik untuk
dibahas dan diteliti lebih lanjut untuk mengetapertimbangan mana yang lebih
tepat terkait dengan ditolaknya Permohonan Kasesiitor yang memiliki hak

istimewa dalam penyelesaian utang pajak.

B. ldentitas Para Pihak

Mengacu pada alasan pemilihan kasus yang telatpatikan diatas tersebut,

maka penulis akan kemukakan beberapa hal sebagaitae

Pihak Pemohon dan Termohdn.

Pemohon Kasasi Kementerian Keuangan Republik Irelari&irjen Pajak Kantor
Wilayah Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan P&eakama Banjarmasin,
berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 22 Bargain, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Agus Kurniawan,SH.,LLM., dkk., Kep&ksi Bantuan Hukum,
Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Direktorateel Pajak, berkantor di
Jalan Gatot Subroto Nomor 22 Banjarmasin, berdasai®urat Kuasa Khusus

tertanggal 29 April 2012.

® Lihat Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 540/K/Pdt.Sus/2011



Termohon Kasasi Safitri Hariyani,SH.,MH., selaku r&or PT Hendratna
Plywood (dalam pailit) bertempat tinggal di JalaamiR Bambu Raya Blok A Nomor
7B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Majelis Hakim yang Mengadili :

Hakim Ketua : Prof. Rehngena Purba,SH., MS

Hakim Anggota : Soltoni Mohdally, SH., MH

Hakim Anggota : H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusgtamaMahkamah Agung

pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011.

C. Posis Kasus

Dalam hal ini penulis akan memaparkan atau menggedab secara garis besar
atau pokok-pokok perkara yang berupa permasalallamhyang dirasa oleh penulis
penting dan mewakili perkara (kasus) yang sedangligeteliti serta membantu bagi
pembaca untuk memahami lebih detail perkara (kagasy terjadi, sebagaimana

diuraikan berikut :

PT Hendratna Plywood adalah perusahaan yang b&rdefsidang kayu lapis.
Pada awal 2010 lalu, PT Hendratna Plywood dimohomlit oleh mitranya selaku
kreditor yaitu PT Ocean Global Shipping dan PT SdmauNiaga Global di
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakartat.P¥&ng menjadi alasan

permohonan pailit terhadap PT Hendratna Plywoodahdadanya utang yang telah
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jatuh tempo terhadap kedua kreditornya yang bekgdrabidang jasa angkutan
tersebut. Utang terhadap PT Ocean Global Shipgrggbut berupa Bill of Lading
(B/L) saat pengiriman barang dari Banjarmasin kéxg®we (United Kingdom,

England) pada 2 Januari 2008 senilai US$ 20.30haSaalnya dengan PT Ocean
Global Shipping, utang terhadap PT Samudra Niagsdlberupa tagihan untuk
jasa pengangkutan tujuan Banjarmasin ke Singapslema Januari — April 2008

dengan total utang US$ 2.870.

Di tengah proses persidangan pailit berlangsung, Hehdratna Plywood
melunasi semua utangnya terhadap PT Samudra Nidgdml&ebesar US$ 2.870.
Namun majelis hakim tidak mengakui pelunasan it tétéap menyatakan pailit pada
7 April 2010 dan menunjuk Endang Srikarti Handayaabagai kurator.Merasa
kuratornya tersebut tidak independen, PT Hendra@havood  mengajukan
permohonan pergantian kurator yang kemudian dik@amti oleh Safitri

Hariyani,SH.,MH.

Setelah pernyataan pailit diucapkan, pada tangdaéi72010 Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Banjarmasin menerbitkan surat Petabean Utang Pajak dengan
Nomor S466/WPJ.29/KP.0104/2010 kepada PT Hendrtpaood. Dalam surat
tersebut secara terang dan berdasar hukum dinyabaitava PT Hendratna Plywood
memiliki utang pajak yang masih harus dibayar kepadegara sebesar Rp.
118.147.301,- (seratus delapan belas juta seratpstepuluh tujuh ribu tiga ratus

satu Rupiah) yaitu berupa Surat Tagihan Pajak ($arg terdiri dari :
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0

No | Jenis Nomor Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak | Ketetapan Ketetapan Tempo Tunggakan
1 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 12.135.632,00

/PBB/10/731/
2010
2 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 24.064.400,
02/PBB/10/73
1/2010
3 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 18.447.200,
/PBB/10/731/
2010
4 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 21.403.392,
/PBB/10/731/
2010
5 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/201( Rp27.914.704,(
/PBB/10/731/
2010
6 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 14.081.973,
/PBB/10/731/
2010
Jumlah Rp 118.147.301,00

Banjarmasin menerima surat dari Kantor Pengawasen Pelayanan Bea Cukai

Banjarmasin Nomor S-1117/WBC.14/KPP.07/2010 tan@g8eptember 2010 yang

Kemudian pada tanggal 8 September 2010, Kantory®ed@ Pajak Pratama

dilampiri dengan fotocopy Laporan Hasil Audit PE€ndiratna Plywood Nomor LHA

39/WBC.14/2008 tanggal 31 Oktober 2008. Berdasakkgroran Hasil Audit (LHA)

tersebut tersebut maka pada tanggal 19 Oktober 2®Ehtor Pelayanan Pajak
Pratama Banjarmasin menerbitkan Surat KetetapaakP@jrang Bayar atas PT
Hendratna Plywood dengan total RP.673.771.954 @@nfeatus tujuh puluh tiga juta

tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratusalipuluh empat Rupiah) yakni

dengan rincian sebagai berikut :
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0

0

0

0

0

No | Jenis Nomor Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak K etetapan K etetapan Tempo Tunggakan

1. | PPN | 00001/227/08/73 19/10/2010| 18/11/2010 Rp 491.117.587,
Impor 1/10

2. | PPN | 00001/127/08/73 19/10/2010] 18/11/2010 Rp 36.435.133,(
Impor 1/10

3. | PPN | 00002/127/08/73 19/10/2010] 18/11/2010 Rp 18.402.539,(
Impor 1/10

4. | PPN | 00003/127/08/73 19/10/2010] 18/11/2010 Rp 38.242.695,(
Impor 1/10

5. | PPN | 00004/127/08/73 19/10/2010] 18/11/2010 Rp 43.334.553,(
Impor 1/10

6. | PPN | 00005/127/08/73 19/10/2010] 18/11/2010 Rp 20.021.842,(
Impor 1/10

Jumlah Rp 673.271.954,00

Atas utang pajak tersebut, pada tanggal 24 Septe20i@ dilakukan pembayaran

sebagian oleh pihak ketiga yaitu :

0

0

0

0

No | Jenis Nomor Tanggal Jatuh Jumlah
Paj ak Ketetapan K etetapan Tempo Tunggakan
1. | PBB STP- 04/05/2010| 03/06/2010 Rp 24.064.400,(
/PBB/10/731/20
10
2. | PBB STP- 04/05/2010| 03/06/2010 Rp 18.447.200,(
/PBB/10/731/20
10
3. | PBB STP- 04/05/2010| 03/06/2010 Rp 21.403.392,(
/PBB/09/731/20
10
4. | PBB STP- 04/05/2010| 03/06/2010 Rp 27.914.704,C
/PBB/09/731/20
10
Jumlah Rp 91.829.696,00
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Dengan demikian masih terdapat 2 (dua) buah Sagih@n Pajak (STP)

yang terutang atas nama PT Hendratna Plywood, yaitu

No. | Jenis Nomor Tanggal Jatuh Jumlah
Paj ak Ketetapan Ketetapan Tempo Tunggakan
1. | PBB STP- 04/05/2010| 03/06/2010 Rp 12.135.632,00
/PBB/10/731/20
10
2. | PBB STP- 04/05/2010| 03/06/2010 Rp 14.081.973,00
/PBB/09/731/20
10
Jumlah Rp 26.217.605,00

Total keseluruhan utang pajak PT Hendratna Plywdathm pailit) yang
terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Banjarmasilaladip.751.478.557,00 (tujuh
ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh paelapan ribu lima ratus lima puluh

tujuh Rupiah) yaitu yang terdiri dari :

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

No. | Jenis Nomor Tanggal Jatuh Jumlah Tunggakan
Pajak | Ketetapan K etetapan Tempo

1. PPN | 00001/227/08 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 491.117.587,00
Impor /731/10

2. PPN | 00001/127/08| 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 36.435.133,00
Impor | /731/10

3. PPN | 00002/127/08| 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 18.402.539,00
Impor | /731/10

4, PPN | 00003/127/08| 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 38.242.695,00
Impor | /731/10

5. PPN | 00004/127/08| 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 43.334.553,00
Impor | /731/10

6. PPN | 00005/127/08| 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 20.021.842,0G
Impor | /731/10

Jumlah Rp 673.271.954,00
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Surat Tagihan Pajak

No. Jenis Nomor Surat Tanggal Tunggakan
Pajak Tagihan K etetapan
1. PBB STP- 04/05/2010 Rp 12.135.632,00
01/PBB/10/731/2010Q
2. PBB STP- 04/05/2010 Rp 14.081.973,00
09/PBB/09/731/2010
3. Bunga | 00001/109/08/731/11  27/04/2011 Rp 58.934.110,00
Penagihar
4, Bunga | 00002/109/08/731/11 27/04/2011 Rp 4.372.228,00
Penagihar
5. Bunga | 00003/109/08/731/11  27/04/2011 Rp 2.208.395,00
Penagihar
6. Bunga | 00004/109/08/731/11  27/04/2011 Rp 4.589.123,00
Penagihar
7. Bunga | 00005/109/08/731/11 27/04/2011 Rp 5.200.146,00
Penagihar
8. Bunga | 00006/109/08/731/11  27/04/2011 Rp 2.402.621,00
Penagihar
Jumlah Rp 77.706.623,00

Atas jumlah tagihan utang pajak tersebut, Pemohengajukan permohonan
Penyelesaian Perselisihan Tagihan (Renvoi Prosediufengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap permohensebut, Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meniggutisan yaitu Nomor :
16/Pailit/2010 PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 120¢fang amarnya “Menolak
Permohonan Keberatan(renvoi) Pemohon untuk selyaihrputusan tersebut
diucapkan pada sidang terbuka tanggal 23 Juli 2@hban dihadiri Kuasa Hukum

Pemohon, tetapi salinan putusan baru disampaikah Blengadilan Niaga pada
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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon tpadgal 30 Juni 2011.

Kemudian Pemohon dengan perantara kuasanya be@as8urat Kuasa Khusus
tanggal 29 April 2011 mengajukan permohonan kasesara lisan pada tanggal 1
Juli 2011.Setelah itu Termohon mengajukan kontrenarekasasi pada tanggal 4 Juli
2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Nipgda Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2011. Tang@&kt@&oer 2011 Permohonan kasasi
tersebut diputus oleh Mahkamah Agung yang isinyaatad permohonan kasasi

pemohon.

D. Ringkasan Putusan

Hakikatnya tugas hakim adalah menerima, memerikgmgadili, memutuskan,
dan menyelesaikan setiap perkara.

Pada kasus ini telah dikeluarkan 2 (dua) putusamjldi pada tingkat Pengadilan
Niaga dan putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agiéhdusan-putusan tersebut
sebagai berikut :

1. Putusan Renvoi Prosedur Nomor 16/Pailit/PNy&lidkt.Pst

2. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasidléd0/K/Pdt.Sus/2011.

9Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan
Berkeadilan), Ull Press, Yogyakarta, 2006, him. 16.
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Adapun isi putusan-putusan tersebut adalah :

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeartdalPusat Nomor
16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan putusaerhatdap permohonan
Penyelesaian Perselisihan Tagihan (Renvoi Prosedang diajukan oleh
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen IPKantor Wilayah Selatan dan
Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarnaadgan hal ini memberi kuasa
kepada Agus Kurniawan,SH.,LLM., dkk Kepala SekshBan Hukum, Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Direktorat Jenderal Pdpaktusan diucapkan pada
tanggal 23 Juni 2011 yang dihadiri oleh Kuasa HulRemohon. Hakim pengawas
telah memberikan laporan di muka persidangan PédagaNiaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat perihal bantahan atas Da#tgihdn PT Hendratna Plywood
(debitor pailit) yang diakui. Utang pajak PT HertdeaPlywood (debitor pailit) yang
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baagén adalah sejumlah Rp
751.478.577,00. Terhadap permohonan tersebut yaiy disertai dengan dalil-dalil
dan bukti sah piutang pajak, Pengadilan Niaga Padgadilan Negeri Jakarta Pusat
telah mengambil putusan yang amarnya “Menolak Peoman Keberatan (Renvoi
Prosedur) untuk seluruhnya”

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nord@/K3Pdt.Sus/2011,
merupakan putusan teradap permohonan Kasasi yapgkah oleh Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor aytah Selatan dan Tengah,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, dadmmihmemberi kuasa kepada
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Agus Kurniawan,SH.,LLM., dkk Kepala Seksi Bantuankdm, Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak. Dglamsannya majelis hakim
menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajilkanohon, karena majelis
hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohordagak dibenarkan, Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak s@enerapkan hukum, karena
Pemohon terlambat menyampaikan tagihan kepada d€uréerhadap putusan ini
Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggatamengajukan dissenting
opinion yang berisi :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasit dlibenarkan dengan
pertimbangan Judex Facti telah salah dalam membeimbangan serta salah dalam
penerapan hukum dengan pertimbangan bahwa Pemdasasikelah membuat Surat
Nomor S.466/WPJ.29/KP.0104/2010 tanggal 7 Mei 2@dftang Pemberitahuan
Pajak PT Hendratna Plywood yang diikuti oleh doknrpendukung (bukti sahnya
piutang pajak) tetapi tidak ditanggapi dan tidagediimbangkan oleh Judex Facti.
Surat Nomor S.466/WPJ.29/KP.0104/2010 tidak pedibantah kebenarannya oleh
Termohon Kasasi selaku Kurator.

Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat surat undamgak menghadiri rapat
kreditor dari Kurator. Pemberitahuan melalui 2 (dsarat kabar tidak/bukan alasan
untuk membenarkan bahwa Termohon Kasasi sudah seapuemberitahukan
undangan rapat kreditor, apalagi Pemohon Kasadaladastansi yang mewakili

Negara. Termohon Kasasi lalai dalam melaksanalgastu
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Pemohon Kasasi adalah mempunyai hak preferens éhahukan) kepentingan

Negara/ masyarakat.

E. Permasalahan Hukum

Mengacu kepada alasan pemilihan kasus, posisi kasgkasan putusan yang
telah dijelaskan diatas tersebut, maka permasalgdwag akan dikemukakan adalah
tepatkah putusan Mahkamah Agung yang menolak Pemmaoh kasasi Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin terkait utajak glebitor pailit mengingat
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalagditr Preferens yang
memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pembaydedih dahulu dari pada

kreditor yang lain ?

F. Pertimbangan Hukum

Segala putusan hakim harus disertai alasan-alasaksudnya ialah sebagai
pertanggung jawaban hakim terhadap putusannya &epwdyarakat, para pihak,
pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sebgagnempunyai nilai yang
objektif.*° Pertimbangan Hukum adalah satu bagian terpenting wajib ada dalam
suatu putusan.Suatu putusan hakim terdiri dari Mpé&t) bagian, yaitu kepala

putusan, identitas para pihak, pertimbangan dam.dmalanya alasan sebagai dasar

% sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, him. 14.
" 1bid., him. 220.
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putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai ofjeiécuali itu mempunyai
wibawa juga. Oleh karena itu, Pasal 178 ayat (IR ewajibkan hakim karena
jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang@ tideemukakan oleh para

pihak 2

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeartdalPusat Nomor
16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan putusaerhatdap Permohonan
Penyelesaian Perselisihan Tagihan (Renvoi Prosedamng diajukan oleh
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen IPKantor Wilayah Selatan dan
Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama BanjarmBsiliam mengambil putusan
tersebut Majelis hakim memberikan pertimbangan manerima fakta hukum yang
menyatakan Pemohon adalah sebagai kreditor yangoommai hak mendahulu yang
bersifat memaksa.

Putusan atas permohonan kasasi yang diajukan Kdéahenterian Keuangan
Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah $ata dan Tengah, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin kepada Mahkagwaig Republik Indonesia
dengan Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011, Majelis Hakim menklan pertimbangan
hukum sebagai berikut :

Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi didasatiesnalasan-alasan yang
pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Niaga padagBdilan Negeri Jakarta

Pusat telah salah menerapkan hukum yang berlakauide pendapat Mahkamah

2ipid., him. 222.
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Agung alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan,g&ditan Niaga tidak salah
menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi terlamlestyampaikan tagihan
kepada Kurator sehingga tidak dapat dimasukkan ndatiaftar tagihan tetap
karenanya tidak dapat dicocokkan.

Alasan-alasan lain tidak dapat dibenarkan kareteh tdipertimbangkan oleh
Pengadilan Niaga sehingga uraian keberatan kaaasndnemori kasasi menyangkut
hal tersebut harus dikesampingkan.

Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini tidateb&ngan dengan undang-
undang, sehingga permohonan kasasi Pemohon ditolak.

Ketua Majelis hakim berbeda pendapat dengan Hakmggata dan mengajukan
dissenting opinion sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi telah membuat Surat Nomor S.466/\29?KP.0104/2010
tanggal 7 Mei 2010 tentang Pemberitahuan Pajak Bmdtitna Plywood
yang diikuti dokumen pendukung (bukti sahnya pigtaajak) tetapi tidak
ditanggapi. Surat tersebut juga tidak pernah ddiarkebenarannya oleh
Termohon Kasasi selaku Kurator.

2. Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat surat undamgak menghadiri
rapat kreditor dari Kurator. Pemberitahuan meldui(dua) surat kabar
tidak/bukan alasan untuk membenarkan, bahwa Termdf@sasi sudah
sempurna memberitahukan undangan rapat kreditalagipPemohon Kasasi
adalah instansi yang mewakili Negara. Termohon &iadalai dalam

melaksanakan tugas.
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3. Pemohon Kasasi adalah mempunyai hak preferen (rhehdan)

kepentingan Negara/ masyarakat.

G. AnalissHukum

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia piadg&at kasasi Nomor
540/K/Pdt.Sus/2011 berisi menolak permohonan kasasiohon. Majelis Hakim
Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa PédagadNiaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah mekaradpukum dalam memberikan
putusan Nomor 16/Pailit/2010 PN.Niaga.Jkt.Pst tah@@ Juni 2011, yang amarnya
“Menolak Permohonan Keberatan(renvoi) Pemohon urdgekiruhnya” sehingga
yang menjadi permasalahan dalam perkara ini addtig pajak yang tidak diakui

dalam daftar tagihan debitor pailit.

Untuk itu, di dalam analisis hukum ini akan diugaiklebih lanjut tentang
pengertian utang dan unsur-unsur utaRgilissementverordeningidak mengatur
pengertian utangFaiilissementverordeningnenentukan putusan pernyataan pailit
dikenakan terhadap De schuldenaar, die in den toestand verkeert dathbft
opgehouden te betalen.Té&rjemahan ketentuan tersebut dalam bahasa Indonesi
mempunyai beberapa versi. Pertama, “Setiap defii@ng yang berutang) yang
tidak mampu membayar utangnya yang berada dalacia&eaberhenti membayar

utangnya tersebut.” Kedua,” Setiap berutang yangadaze dalam keadaan telah
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berhenti membayar utang-utangnya.” Ketiga, “Setigbitor yang berada dalam
keadaan berhenti membayar utang-utangnya.”

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 juga tidak memga¢mgertian utang.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan debdpat dinyatakan pailit
apabila “tidak membayar sedikitnya satu utang yteigh jatuh waktu dan dapat
ditagih” kepada kreditof®

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3wnT&004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utlgh mempertegas
pengertian utang. Selengkapnya Pasal ini menyatakan

“ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam @miang baik dalam mata

uang Indonesia maupun mata uang asing, baik skereysung maupun yang akan

timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timkkdrena perjanjian atau
undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debiturlgintidak dipenuhi memberi
hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannyaaléa kekayaan debitur”

Kata “utang” diambil dari kata GotisclsKulari atau “solleri’ yang pada mulanya
berarti harus dikerjakan menurut hukdim.Apabila dikaji secara etimologi,
pengertian Schuldenadr adalah yang berutang atau debitor, yaitu sesgoyamg
berdasarkan perjanjian, berkewajiban memenuhi me&ja itu kepada kreditor.
Pengertian utang ini adalah dalam arti sempit,uy&gwajiban yang muncul dari

perjanjian yang dibuat oleh debitor dan kredifoButan Remy Sjahdeni berpendapat

pengertian utang dalam Undang-undang Kepailitarogiagya diartikan sebagai

3 pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

“Aria Suyudi, op.cit., him.123.

B sSiti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di
Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008. Him.44.
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setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban kumiembayar sejumlah uang
kepada kreditor, baik kewajiban itu muncul darijgeian apapun juga yang tidak
terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang sgapun undang-undang, dan
timbul karena putusan hakim yang telah memilikidatan hukum tetafS.

Konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yarga jdiberlakukan di
Indonesia dengan asas konkordansi dalam perateailikan, bahwa utang adalah
suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasindalaatu perikatan. Fred B.G
Tumbuan menyatakan bahwa dalam hal seseorang kpezhaatannya atau tidak
melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempuayaijiban membayar ganti
rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikanatgsmaka pada saat itu juga ia
mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukantgsesJadi, utang sama
dengan prestas.

Berdasarkan pengertian utang diatas. Maka utangilikieftneberapa unsur.

Unsur-unsur tersebut adalah :

=

Kewajiban yang timbul karena perjanjian atau uneamdang.

N

Dapat dinyatakan dengan mata uang atau mata usngg as
3. Secara langsung maupun yang akan timbul di kemuuigan
4. Wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenumemberi hak kepada

Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari hartayesn debitor.

16, .
Ibid.,
' Fred B.G Tumbuan seperti dikutip oleh Hadi Subhan, op.cit., him.35.
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Unsur-unsur tersebut akan dijelaskan lebih lanjatam analisis hukum ini
sebagaimana sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UnddaigguNomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembaydtang.

1. Kewajiban yang timbul karena perjanjian atau undang-undang

Pada dasarnya, utang adalah kewajiban yang hdwgadian terhadap pihak lain.
Kewajiban ini lahir dari perikatan yang dilakukamtara para subjek hukum.
Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yanglitemaara para pihak (subjek)
perikatan terhadap suatu objek tertentu yang disshagai prestasi yang melahirkan
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalamka®@n’® Apabila dilihat
ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan : p-Tisp perikatan dilahirkan
karena perjanjian, baik karena undang-undang.”ngati kewajiban dapat timbul
karena adanya suatu perikatan dan ketentuan htikomaka pengertian utang sama
dengan pengertian kewajiban.

Apabila konsisten dengan pandangan bahwa lembapailiken merupakan
penjelmaan dari asas yang terkandung dalam Pa8al ddan 1132 Kitab Undang-
undang Hukum Perdataemestinya penafsiran utang dalam Peraturan Kegpaili
mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitadang-undang Hukum
Perdata jaminan kepastian pembayaran utang debitor dan skepakedudukan
kreditor diberikan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undandang Hukum Perdata

terhadap hubungan-hubungan hukum yang diatur dBlamu Ketiga Kitab Undang-

8 Aria Suyudi, op.cit., him.123.
Y Edwar Manik, op.cit., him.35.
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undang Hukum Perdata tentang perikatan. Utang d&lasal 1 angka 6 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah prestasi yangshdibayar yang timbul
sebagai akibat perikatan. Perikatan adalah sustturigan hukum dalam lapangan
harta kekayaan, di mana satu pihak mempunyai hakddaihak lain mempunyai
kewajiban. Perikatan lahir baik karena perjanjiaaupun undang-undari@.Jerry
Hoff berpendapat bahwa utang menunjuk pada kewajdelam hukum perdata.
Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari peffanjatau dari undang-undaffg.
Utang yang timbul karena undang-undang bisa tindlanl undang-undang saja dan
bisa pula timbul dari undang-undang sebagai alpbdtuatan orang. Perikatan yang
lahir dari undang-undang sebagai akibat dari péaouarang bisa berupa perbuatan
yang sesuai dengan undang-undang bisa pula pembyatey melanggar hukum
(onrechtmatige daad).
a. Kewajiban yang timbul karena perjanjian
Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undanguhiu Perdata
bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengemasatu orang atau lebih
mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebinya”. Berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian y&itg kenal adalah
perjanjian obligatoir. Perjanjian yang bersifatbligatoir adalah perjanjian

yang pada asasnya baru melahirkan perikatan-panikaja, sehingga

gt Anisah, op.cit., him. 45.
2 Jerry Hoff seperti yang dikutip oleh Hadi Subhan, Op.Cit, him.35.
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menimbulkan hak dan kewajiban. Hak atas objek pgaja belum beralih,
untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanyggrahanlevering %
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manaosaty atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ahinhf® Untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan 4 (empat) syafayaitu :
1). Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkarydir
Minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang menkada
persetujuan kehendak (ijjab kabul) antara pihak ysatg dan pihak
yang lain. Keduaa pihak dalam perjanjian harus nmesmesyarat-
syarat kebebasan menyatakan kehendak. Tidak adagraiwang,
kekhilafan (lwaling), penipuan Kedrog, dan penyalahgunaan
keadaan rfisbruik van omstanding hedenPersetujuan kehendak
adalah persepakatan seia sekata antara pihak-mikagenai pokok
(esensi) perjanjian. Apa yang dikehendakioleh pipakg satu juga
dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuansifatnya sudah
final, tidak ada lagi tawar-menaw&r.Sebelum ada persetujuan
biasanya pihak-pihak mengadakan negosiasi, pihakg yaatu
mengajukan penawaran kepada pihak yang lain mengajeak

perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang laimyaakan pula

2 J.Satrio, op.cit., him.38.

% pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
** pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
> Abdulkadir Muhammad, op.cit., him.299.
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kehendaknya sehingga mencapai persetujuan finalamtgkadang
kehendak itu dinyatakan secara tegas dan kadaragigasbcara diam-
diam?® Persetujuan kehendak itu bebas, tidak ada paksaan,
tekanan/paksaan dari pihak manapun, murni atas ueamaukarela
pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehertdakasuk juga
tidak ada kekhilafan atau penipuan. Dikatakan tiddl kekhilafan
atau kekeliruan atau kesesatan jika salah satk pithak khilaf atau
tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifédatspenting objek
perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa diadgk perjanjian
itu. Menurut ketentuan Pasal 1322 Kitab Undang-ngd&ukum
Perdata kekeliruan atau kekhilafan tidak mengakédrat suatu
perjanjian batal, kecuali apabila kekeliruan ataldhidafan itu terjadi
mengenai hakikat benda yang menjadi pokok perjaaiau mengenai
sifat khusus/keahlian khusus diri orang dengan asiaiadakan
perjanjian®’

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak adaakad menipu
menurut arti undang-undafig Penipuan menurut arti undang-undang
adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat denganberikan
keterangan palsu atau tidak benar untuk membujb&kpiawannya

supaya menyetujui objek yang ditawarkan. Menurdehteian Pasal

%% Ibid., him.300.

7 Ibid.,

%% pasal 376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
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1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika tipuslhat itu
digunakan oleh salah satu pihak sedemikian rupaggdh terang dan
nyata membuat pihak lainnya tertarik untuk membpatjanjian.
Penipuan ini merupakan alasan untuk membatalkganpian.

Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan adaigpgan jika
hanya berupa kebohongan belaka mengenai suatuBhall ada
penipuan jika di situ ada tipu muslihat yang merdpgakan.
Misalnya, pedagang lazim memuji barang-barangnymaga yang
paling baik dan hebat, padahal tidak demikianhbmya kebohongan
belaka, tidak termasuk penipuan, seperti dalanmildean.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (lamgaksaan,
kekhilafan, penipuan, dan penyalahgunaan keadadalpra bahwa
perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan kepaamyadilan?®

2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pitalam
perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menunaang-
undang. Pihak-pihak yang bersangkuta harus memeyahat-syarat,
yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tgewmah, sudah
pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak di lbéwmpengampuan, dan
memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lairad® umumnya

orang dikatakan wenang atau cakap melakukan pamuatikum

» Abdulkadir Muhammad, op.cit., him.301.
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apabila dia sudah dewasa. Artinya sudah berumtalin penuh atau
sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun pé&huBetelah
berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tgnfabatan
Notaris, maka batas kedewasaan yang berlaku sgpediditentukan
Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2@@ah 18
tahun. Dikatakan tidak cakap membuat perjanjiadaddarang yang
belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengamulzmorang
yang sakit ingatan (gila). Apabila mereka melakukaerbuatan

hukum, mereka harus diwakili oleh wali meréka.

Suatu hal tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dagigentukan berupa
memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergeeakujud atau
tidak berwujud; melakukan suatu perbuatan terterstigu tidak
melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertextau prestasi
tertentu merupaka objek perjanjian, prestasi yaragibwdipenuhi.
Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurandapat ditentukan.
Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuknuamgkinkan

pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jikekop¢rjanjian atau

% 1bid.,

*! pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan Kkidanungkin

dilaksanakan, perjanjian itu bataidtig, voig®2

Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuatasesatau
untuk tidak berbuat sesuatu. Kewajiban untuk merkéersesuatu
objeknya pun tidak harus berupa “sejumlah uangnéust. Kewajiban
sama dengan prestasiestasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang
diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbalik.>® Prestasi itu
harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukangna kalau tidak,
bagaimana kita bias menilai apakah debitor telamemeihi kewajiban
atau prestasinya dan apakah kreditor sudah mendapatigapg apa
yang memang menjablaknya. Prestasi tersebut bisa berupa kewajiban
untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatuidékumelakukan
sesuatd? Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, objek perjanjian atau prestasi yaagp dipenuhi
pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda rertebergerak
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwupMisalnya, dalam
jual beli sepeda motor (berwujud), pihak penjual ngezahkan
(memberikan) sepeda motor, pihak pembeli menyerahka

(memberikan) sejumlah uang harga sepeda motor| Misaagi, jual

32 Abdulkadir Muhammad, op.cit, him.302.
3 siti Anisah,op.cit., him.54.
34J.Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung, 1999, him.28.
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beli piutang (tidak berwujud), pihak penjual merafd@n
(memberikan) piutang, seperti surat saham, suraélwatau surat cek
dan pembeli menyerahkan (memberikan) sejumlah tegilgan dalam

surat piutang.

Jika pemenuhan kewajiban itu merupakan pelaksapaskatan
yang lahir dari perjanjian, maka kewajiban dikl&siSikan menjadi
kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajibpokok
merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelenghkapipakan
penjelas terhadap kewajiban pokok. Dengan perkdtéankewajiban
pokok merupakanfundamental essencialsedangkan kewajiban
pelengkap merupakdarmal procedural®®

Kewajiban pokok adalah kewajibdandamental essenciaalam
setiap perjanjian. Pelanggaran kewajiban pokok akeemberikan
kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkaau a
memutuskan perjanjian, atau meneruskan perjanpankpmerupakan
dasar keseluruhan perjanjian. Suatu perjanjiantdapacapai tujuan

atau tidak, bergantung pada pemenuhan kewajibamkpokntuk

mengetahui mana kewajiban pokok, ditentukan daladang-undang

%> Abdulkadir Muhammad, op.cit, him.307.
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atau dalam perjanjian. Misalnya, dalam jual belw&gban pokok
adalah membayar harga dan menyerahkan b&nda.

Kewajiban pelengkap adalah kewajiban yang kuramgpg yang
sifatnya hanya melengkapi kewajiban pokok. Jika djdan
pelengkap tidak ditaati maka tidak akan mempengdujiian utama
perjanjian dan tidak akan membatalkan atau mematuglerjanjian,
tetapi mungkin hanya menimbulkan kerugian dan menhiaé kepada
pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugiadntuk
mengetahui mana kewajiban pelengkap, ditentukaandaindang-
undang atau dalam perjanjian. Misalnya, dalam heli kewajiban
pelengkap adalah cara melakukan pembayaran danenaday (
berapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan dengaapai}it

Kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap mungkinajuiglak
dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, tetapakgoihak pada
dasarnya mengakui kewajiban itu karena memberiadkidomersial
terhadap maksud para pihak. Dalam hal tidak adenke&n tegas,
maka berlaku kewajiban diam-diam. Misalnya, dalaramjian kerja,
kewajiban diam-diam pekerja adalah melaksanakaperjzn dengan
keahliannya dan dengan iktikad baik. Kewajiban ddiam umumnya

dapat dikesampingkan oleh kewajiban yang tegas emamgakibat

*® Ibid., him. 308.

7 Ibid.,
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yang terjadi. Dalam perjanjian, pihak-pihak tidadgitu mengetahui
adanya kewajiban diam-diam. Dalam hal ini, pengadiemegang
peranan penting untuk menunjukan kewajiban diamdi@ dalam
putusannya. Selain pengadilan, undang-undang ppat adaenetukan

kewajiban diam-dian®

Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasiusdisertai
jaminan harta kekayaan debitor, baik yang sudahnaaapun yang
akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya tgvhiaceditor.
Namun, jaminan umum dapat dibatasi dengan jamihaisus berupa

benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjiaaramihak-pihak?

Pasal 1131 menyatakan: “Segala kebendaan si hgrubaik yang
bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sadahmaupun
yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tamggu untuk

segala perikatan perseorangan”
Pasal 1132 :

“ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sagiasemua
orang yang mengutangkan padanya; pendapatan pemjoahda-
benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yadgaurut besar-
kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabilaadiara para
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untakudliadkan”

* Ibid., him. 309.
% Abdulkadir Muhammad, op.cit, him.239.
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4). Suatu sebab yang halal

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapiiak-pihak itu harus
memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang afli@apai pihak-
pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak ddag undang-undang,
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dark todstentangan
dengan kesusilaan masyarakaKausa yang halal dalam Pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu bukan sebalmgy
mendorong orang membuat perjanjian, melainkan ésjapjian itu
sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai pihak+itindang-undang
tidak memedulikan apa yang menjadi sebab pihakkpihengadakan
perjanjian, tetapi yang diawasi oleh undang-undauglah “isi
perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapailpibak itu.

Akibat hukum perjanjian yang isi atau tujuannyakidhalal adalah
“batal” (nietig,void. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk
menuntut pemenuhan prestasi di muka pengadilanikenjuga jika
perjanjian yang dibuat itu tanpa kuasa, dianggdgktpernah ad.

Semua perjanjian yang telah dibuat secara sahakibedebagai
undang-undang bagi mereka yang membuathyBuatu perjanjian
tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakaluk belah pihak,

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undaysgakan cukup

“ pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
* pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
*? pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan denigkad baik.
Sehingga ada kewajiban dari para pihak yang mempeganjian

untuk melaksanakan apa yang telah diatur di dakmamian tersebut.

b. Kewajiban yang timbul karena Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan utdalg@m
pengertian luas, sehingga makna “utang” yang diodhkilam Pasal 1 ayat
(6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusrayéildin pula sebagai
utang yang timbul dari undang-undafigkewajiban atau utang yang timbul
dari undang-undang bisa timbul dari adanya undamig#g semata, atau bisa
juga timbul dari undang-undang akibat perbuatanusian Kewajiban atau
utang yang timbul dari undang-undang akibat pedyuatanusia bisa berupa
perbuatan manusia yang sesuai dengan undang-unaf@ug perbuatan
manusia yang melanggar hukum.

Dalam kasus ini, utang yang dimaksud adalah utargg ytimbul dari
undang-undang saja, yaitu utang pajak. Oleh kartenbarus ada ketentuan
undang-undang yang terlebih dahulu mengatur tentatagg pajak ini
sehingga dalam hal kepailitan kedudukan utang pajekjadi utang yang

harus didahulukan pembayarannya karena memilikigtakewa.

3 Siti Anisah, op.cit, him.347.
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Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, niekeya :

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-ogdaiberikan
kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya leébdgi daripada
orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkah @utangnya.
Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada Mhstkmewa, kecuali
dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentskaaliknya”

Apakah ada undang-undang yang menentukan sebafkiMemang ada.
Contoh dari undang-undang yang menentukan bahw&radéor lain yang

kedudukannya lebih tinggi dari pada kreditor pemegdaak jaminan adalah :

Pasal 1149 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Rarddiaya-biaya
perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangamelayelesaian suatu

warisan; biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai hipotik”

Pasal 1149 ayat (4) mengategorikan tagihan tenagga kyang
mengkategorikan tagihan tenaga kerja sebagai des&tutory priority
sehingga kedudukannya dibawah kreditor separakian Aetapi, Pasal 95 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kejakerjaan,
menyatakan bahwa : “dalam hal perusahaan pailitditkuidasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku upathaeahak lainnya dari

pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pgarbnnya.”
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpajaka

“‘dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubarawatdilikuidasi; maka
kreditor, likuidator, orang, atau badan yang ditigantuk melakukan
pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajalandapailit,

pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang salzankgditor lainnya
sebelum menggunakan harta tersebut untuk membésyag pajak wajib
pajak tersebut.”

Menurut hukum pajak, utang pajak timbul karena ugdandang saja,
berarti haruslah terlebih dahulu ada undang-undgemgy menjadi dasar
hukum pemungutan pajak. Dengan adanya Undang-Undantr 9 Tahun
1994 tentang PPh, Undang-undang Nomor 11 Tahun t984ng PPN dan
PPnBM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang &&) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB (Bea Pkanl Hak atas
Tanah dan Bangunan), maka sejak itu timbul utarjgkpdari tiap subjek

hukum pajak yang memenuhi syarat sebagai WajitkPaja

Hukum pajak, yang disebut juga hukum fiskal, addakeluruhan dari
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang penarinintuk mengambil
kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepadgarakat dengan
melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagiarhdleum publik, yang

mengatur hubungan-hubungan hukum antara negaresomary-orang atau

** Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, op.cit, Salemba Empat, Jakarta, 2004, him. 42.
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badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayak (sgdanjutnya sering

disebut wajib pajaky

Tentang definisi pajak itu sendiri, terdapat beparadefinisi yang
dikemukakan para ahlDefinisi Prancisyang dikemukakam.eroy Beaulieu

dalam bukunya yang berjudtitaite de la Science des Financ&806, yakni :

“L’ impot et la contribution, soit directe soit disnulee, que La Puissance
Publique exige des habitants ou des biens pur subweix depenses du
Government.”* Pajak adalah bantuan, baik secara langsung matigak

yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari pendathukdari barang, untuk

menutup belanja pemerintaff.”

Definisi pajak menurut Prof. Dr. M.J.H Smeets yaknPajak adalah
prestasi kepada pemerintah yang terutang melalmaomorma umum, dan
yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestang dapat
ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnyaladl untuk membiayai

pengeluaran pemerintah.”
Maka ciri-ciri yang melekat pada definisi pajakitya

a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undartp saturan

pelaksanaannya.

> Santoso Brotodihardjo, Pengantar IImu Hukum Pajak, Refika Aditama, 2010, him.1.
4 Leroy Beaulieu, seperti dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, /bid, him.3.
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b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adakgatraprestasi
individual oleh pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintaafponaupun daerah.

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluararepetah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipekgmnauntuk
membiayapublic investment

e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak buetggaitu mengatur.

Dari definisi-definisi dan ciri-ciri yang melekat@a pajak tersebut dapat
disimpulkan bahwa pelunasan utang pajak dapat sigkak secara langsung.
Utang pajak dipaksakan langsung dengan cara-camng gdindungi oleh
hukum, misalnya penyitaan yang disusul dengan pé&nubarang-barang di
muka umum, bahkan paksaan badan gigeling memang sangat diperlukan
untuk meratakan beban sehingga dapat dirasakan ild@ag oleh
masyarakat. Dengan demikian timbul suatu kewajijmamg kongkret untuk
melakukan suatu prestasi kepada negara, dengarakatambul perikatan

berdasarkan hukum publik.

Utang pajak timbul karena adanya bunyi undang-ugdsaja, tanpa
diperlukan suatu perbuatan manusia. Dalam hukumkpagsitif indonesia,
tidak selalu dinyatakan dengan terang di dalam mgdsdangnya kapan

utang pajak timbul, melainkan lebih ditekankan gaidhbulnya keharusan
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untuk membayarnya. Terhadap setiap utang yangutjmdbmaksudkan agar

perikatan berakhir pada waktu yang telah ditentukan

Saat timbul dan berakhirnya utang pajak merupaleat gang sangat
penting di dalam hukum pajak. Diantara dua keadsaarg perlu ditinjau,

yaitu waktu ketika adanya utang pajak.

Setiap perikatan akan berakhir, begitu pula dengtmg pajak, dan
berakhirnya pertama-tama disebabkan oleh adanyabgeran. Dalam
hubungan hukum pajak yang dimaksudkan ialah penndaydengan uang,
bahkan lebih tegas lagi dengan mata uang dari aggerg memungut pajak.
Jadi untuk negara kita dengan rupiah Indonesiankajemlah utang pajak
ditentukan dengan mata uang rupiah juga. Pembayatang pajak
pendapatan dalam undang-undangnya diperkenankaarasegngsuran.
Rasionya terletak pada kenyataan, bahwa ketetapadikgluarkan untuk
keadaan yang (menurut anggapan undang-undang)taladi dalam tahun
pajak yang bersangkutan, dengan maksud, supaya ytajaknya dapat
dilunasi dari pendapatan selama tahun pajak ita. pdéka sudah sewajarnya
undang-undang memperkenankan kemungkinan itu, ydéngan jalan

membayarnya secara mengangsur.

7 Ibid, him.127.
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Untuk hal-hal tertentu seperti kepailitan, terdajpa&traturan-peraturan
bahwa utang pajak harus dilunasi sekalifuBalam hal kepailitan, setelah
debitor dinyatakan pailit, maka debitor harus méndlizkan pembayaran

utang pajak.
Posisi tagihan pajak dalam hukum kepailitan :

a) Urutannya di bawah kreditor separatis (jika sepmratenjual sendiri
barang jaminannya)

b) Urutannya di bawah biaya dan utang harta pailitm#suk di bawah fee
kurator dan hak karyawan) jika yang mengeksekuetijaminan separatis.

c) Urutannya melebihi hak kreditor separatis tetap bdwah tagihan
karyawan (utang harta pailit) jika kurator yang meksekusi aset jaminan
separatis.

Preferensi tagihan pajak menurut Undang-undangkPé&ganor 16 Tahun
2009, dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bukstau likuidasi, maka
kreditor, likuidator atau orang, atau badan yanggdisi untuk melakukan
pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajakandapailit,
pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang sahamkatditor lainnya
sebelum menggunakan harta tersebut untuk membdgag pajak wajib

pajak tersebut.

*8 Ibid, him.129.
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Oleh Undang-undang Pajak, kurator dilarang memiaagikarta wajib
pajak, tetapi larangan ini tidak berlaku jika karatmembayar biaya pailit
(karena pembayarannya tidak terelakan) dan jug& beérlaku terhadap utang

harta pailit lainnyd?

Kekuasaan Fiskus untuk menuntut utang pajak denga
langsung sangat dipermudah dengan adanya hak meéuaidgang diberikan
kepadanya oleh undang-undang. Pasal 19 Ordonaja Pandapatan yang
pertama-tama menetukan bahwa, barang-barang wafik paik yang berupa
benda tetap maupun benda bergerak menjadi jamgrabgyaran pajak yang
terutang. Harta tetap dan harta bergerak kepunwyaagikan yang ditunjuk
Fiskus untuk memotongkan dan menyetorkan pajak para pekerjanya
merupakan jaminan atas utang pajak para pekerjiamy& Oleh karena itu,
jika utang pajak tidak dilunasi sebagaimana meatinyaka dengan kekuatan
ketentuan-ketentuan itu barang-barang yang merapgaminannya akan

disita, dan selanjutnya dijual di muka umum unt@knpai menghasilkan

jumlah pajak yang terutang saja.

Dalam kaitannya dengan kepailitan, akan timbul pesatahan apabila
terdapat beberapa kreditor yang terkait dengarspaan (Wajib Pajak) yang
dinyatakan pailit. Apabila seorang debitor memililebih dari seorang

kreditor, dan diantaranya kreditor tersebut tertgpala satu atau lebih

49 Munir Fuady, op.cit, him.157.
*% Lihat Pasal 171 Undang-Undang Pajak Pendapatan 1944
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kreditor preferen, maka perlu diatur oleh hukumacaembagian hasil

penjualan aset debitor diantara para kreditor itu.
Dasar hukum hak mendahului :

1. Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“ Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-laedan umum yang
dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, testdomelaksanakan hak
itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebatyir dalam berbagai
undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu”

2. Pasal 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentatgnkian Umum

dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah bebedap@ubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 :

(1) “Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak barang-
barang milik Penanggung Pajak”

(2) “Ketentuan tentang hak mendahulu, sebagaimana dundattalam ayat
(1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupunga, denda,
kenaikan, dan biaya penagihan pajak”

(3) “Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi sedl mendahulu
lainnya, kecuali terhadap :

a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suaginglesiman untuk
melelang suatu barang bergerak dan atau bararkghtetgerak.

b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkaarzdimaksud.

c. Biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pe&iandan
penyelesaian suatu warisan.

(4) “Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu @ajdtahun sejak
tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat tapen Pajak Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, daat Eeputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan iBangang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar beghmkecuali
apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terse®utat Paksa untuk
membayar itu diberitahukan secara resmi, atau i@derpenundaan
pembayaran.®

! Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Kencana, Jakarta,
2007.
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3. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangeRdaharaan
Negara, bahwa piutang negara/daerah jenis ter(gatiw pajak dan yang
diatur oleh undang-undang khusus lainnya) mempuhgii mendahulu
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 37 Ta@04, Xreditor
separatis adalah kreditor dengan hak jaminan yapgtdmengeksekusi
sendiri aset yang merupakan jaminan utang terseBefain itu,
keistimewaan lain dari kreditor separatis adalammmenyai kedudukan
lebih tinggi dari hak-hak istimewa lainnya kecualndang-undang
menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) Kitalbadg-undang
Hukum Perdata)

Dalam kaitannya dengan aspek pajak, apabila Depéitit adalah Wajib
Pajak dan memiliki utang pajak, maka bagaimana glesgian pembayaran
utang pajak tersebut ? Siapa yang bertanggung jawtatk membayar utang
pajak tersebut ?

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 19%tang
penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimarm dielbah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Utang Pajalabhdajak yang masih
harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupagdy denda, atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan gk surat sejenisnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undpegaaakan.
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Surat Paksa selalu diterbitkan oleh Kepala KPP/ B&Pyang
menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPTB S$KBKB,
SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusaberatan yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar beglangang menjadi dasar
penagihan apabila penanggung pajak tidak melun@sigupajak sampai
dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadateta diterbitkan
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Suratyéaig sejenis, terhadap
penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajatika dan sekaligus,
penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaiteacantum dalam

keputusan persetujuan angsuran dan penundaan parabaajak?

Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh PengawliNiaga, Surat Paksa
diberitahukan kepada Kurator atau Balai Harta Rggatan dan Hakim
Pengawas yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 41(3yaindang-undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundiawajiban
Pembayaran Utang dinyatakan bahwa : *“dikecualikari cketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbbataim debitor yang
wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/&sena undang-undang

misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban pdwoajbagi Wajib

Pajak yang dinyatakan pailit, maka yang akan malakisan adalah Kurator.

> Edwar Manik, op.cit, him.56.
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Hal itu diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Ketniumum Perpajakan

menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menketentuan
peraturan perundang-undangan, Wajib Pajak diwalkdlam hal badan
dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau bgdaag dibebani untuk
melakukan pemberesan, dalam hal ini Kurator, HakRiemgawas, atau
Balai Harta peninggalan. Bagi wajib pajak tersqtrrtu ditentukan siapa
yang menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena raetielak dapat atau
tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukumebtsg.”

Sebagai konsekuensinya, wakil tersebut bertangguwap secara pribadi
dan/atau secara renteng atas pembayaran pajakeratgng, kecuali apabila
dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendeagdk, bahwa mereka
dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin udibkbani tanggung

jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Kedudukan Kurator pada pelaksanaan penagihan gagak dalam Pasal
10 Undang-undang PPSP ( Penagihan Pajak Surat)Pgdita dalam hal
Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa dibédtean kepada Kurator,
Hakim Pengawas, atau Balai Harta peninggalan. tSitagihan Pajak dan
Surat Ketetapan Kurang Bayar diterbitkan atas dagkuom, yaitu Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diddadrapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentaten{&n Umum dan

Tatacara Perpajakan.
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Pasal 13 ayat (1) mengatur :

“Dalam jangkan waktu 5 (lima) tahun setelah tergteya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak ataunT &ajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetappk Rarang Bayar
dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketaratgn, pajak
yang terutang tidak atau kurang bayar ;

b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dadamgka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) datalseditegur
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunyaagainana
ditentukan dalam Surat Teguran ;

c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketaralagn mengenai
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan AtasrigaMewah
ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selehih [pajak atau
tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih kpajeau tidak
seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) ;

d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam RP&satau Pasal
29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahsab®ya pajak yang
terutang ; atau

e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokbkjib Pajak
dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pagakasjabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) ;

Pasal 14 ayat (1) mengatur : “ Direktur JendergalPdapat menerbitkan

Surat Tagihan Pajak apabila :

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak aieank) dibayar ;

b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaaak sebagai
akibat salah tulis dan/ atau salah hitung ;

c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa dethh/ atau bunga;

d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Rajak,
tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuatufagijak, tetapi
tidak tepat waktu ;

e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PengusataaRajak yang
tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagmm@imaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak PeatzambNilai
1984 dan perubahannya
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f. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak t@gkiai dengan
masa penerbitan faktur pajak ; atau

g. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dah tBberikan
pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksacd d@hsal 9
ayat (6a) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai4 1€8@&n
perubahannya ;

Pasal 19 ayat (1) mengatur :

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atauaiSietetapan
Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan PalabgtSurat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putwsanj&uan Kembali,
yang meyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibbgrtambah,
pada saat jatuh tempo peunasan tidak atau kurag, lz@as jumlah pajak
yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sankdiniaistrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untukubelmasa, yang
dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengaggahpelunasan tau
tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, daniapaglari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan”

Pasal 22 ayat (1) mengatur :

“hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk dudenda, kenaikan,
dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malamaaktu 5 (lima)

tahun terhitung sejak penerbitan Surat TagihankP&arat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan PajakarurBayar

Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Suratu&sm Keberatan,
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali”

Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indone<ia,Iienyatakan:

“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksakuképerluan negara
diatur dengan undang-undang”

Debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utdschuld). Bagi
debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang maka#re hak menagih
(vorderingsrecht) kepada kreditor. Debitor mempunyai kewajiban untuk

membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kredistranyak utang debitor,
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membayar utanghaftung)®?
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ia tidak memerkdwajibannya

Dalam kasus ini PT Hendratna Plywood tidak melafkan kewajiban-

kewajibannya. Baik itu kewajiban yang timbul kareparjanjian maupun

kewajiban yang timbul karena Undang-undang. PT kend Plywood tidak

melaksanakan kewajiban yang timbul karena perjanjekni PT Hendratna

Plywood tidak membayar utang-utangnya kepada 2)(#teditornya PT

Ocean Global Shipping dan PT Samudra Niaga Gloleddingga PT

Hendratna Plywood diajukan pailit oleh kedua krehya tersebut. Selain itu

PT Hendratna Plywood juga tidak melaksanakan k&aafiya yang timbul

karena Undang-undang. PT Hendratna Plywood tidalkimasi utang pajak

beserta bunganya sampai setelah dinyatakan pé&lit Bengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jumlah keseluruhan utang pajak PT Hendratha Plywadalah Rp

751.478.557,00 (tujuh ratus lima puluh satu jutgp@nratus tujuh puluh

delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiat@ng terdiri dari :

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

No | Jenis Nomor Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak | Ketetapan K etetapan Tempo Tunggakan
1 | PBB STP- 04/05/2010 03/06/2010 Rp 12.135.632,00
/PBB/10/731/
2010
2 | PBB STP- 04/05/2010 03/06/2010 Rp 24.064.400,00

>3 Siti Anisah, op.cit.,
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02/PBB/10/73
1/2010

PBB

STP-
/PBB/10/731/
2010

04/05/2010

03/06/201(¢

Rp 18.447.200,

PBB

STP-
/PBB/10/731/
2010

04/05/2010

03/06/201(¢

Rp 21.403.392,

PBB

STP-
/PBB/10/731/
2010

04/05/2010

03/06/201(¢

Rp27.914.704,00

PBB

STP-
/PBB/10/731/
2010

04/05/2010

03/06/201(¢

Rp 14.081.973,

Jumlah

Rp 118.147.301,00

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

0

0

0

0

0

No | Jenis Nomor Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak K etetapan K etetapan Tempo Tunggakan

1. | PPN | 00001/227/08/73 19/10/2010| 18/11/201p Rp 491.117.587,00
Impor 1/10

2. | PPN | 00001/127/08/73 19/10/2010| 18/11/2010 Rp 36.435.133,(
Impor 1/10

3. | PPN | 00002/127/08/73 19/10/2010] 18/11/2010 Rp 18.402.539,(
Impor 1/10

4. | PPN | 00003/127/08/73 19/10/2010| 18/11/2010 Rp 38.242.695,(
Impor 1/10

5. | PPN | 00004/127/08/73 19/10/2010] 18/11/2010 Rp 43.334.553,(
Impor 1/10

6. | PPN | 00005/127/08/73 19/10/2010] 18/11/2010 Rp 20.021.842,(
Impor 1/10

Jumlah Rp 673.271.954,00
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Dikurangi pembayaran oleh pihak ketiga yaitu seia91.829.696,00

No | Jenis Nomor Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak K etetapan K etetapan Tempo Tunggakan
1. PBB STP- 04/05/2010; 03/06/2010 Rp 24.064.400,00
/PBB/10/731/20
10
2. PBB STP- 04/05/2010; 03/06/2010 Rp 18.447.200,00
/PBB/10/731/20
10
3. PBB STP- 04/05/2010; 03/06/2010 Rp 21.403.392,00
/PBB/09/731/20
10
4, PBB STP- 04/05/2010; 03/06/2010 Rp 27.914.704,00
/PBB/09/731/20
10
Jumlah Rp 91.829.696,00
c. Surat Tagihan Pajak (STP) yang masih tersisa
No. | Jenis Nomor Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak K etetapan K etetapan Tempo Tunggakan
1. | PBB STP- 04/05/2010; 03/06/2010 Rp 12.135.632,00
/PBB/10/731/20
10
2. | PBB STP- 04/05/2010; 03/06/2010 Rp 14.081.973,00
/PBB/09/731/20
10
Jumlah Rp 26.217.605,00

Dalam hal ini PT Hendratha Plywood memiliki kewajib untuk

membayar utang dan membiarkan harta kekayaannyabiialeh kreditor

untuk melunasi utangnya. Putusan Mahkamah Agun@ pajkat kasasi
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Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011, Ketua Majelis hakim mémilperbedaan
pendapat dengan hakim anggota sehingga mengajisaenting opinion
yang berisi :

1. Alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasit dibenarkan
dengan pertimbangan Judex Facti telah salah dalaemberi
pertimbangan serta salah dalam penerapan hukunangrertimbangan
bahwa  Pemohon Kasasi telah membuat Surat  Nomor
S.466/WPJ.29/KP.0104/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentemberitahuan
Pajak PT Hendratna Plywood yang diikuti oleh dokonpendukung
(bukti sahnya piutang pajak) tetapi tidak ditanggagan tidak
dipertimbangkan oleh Judex Facti. Surat Nomor
S.466/WPJ.29/KP.0104/2010 tidak pernah dibantaler@tannya oleh
Termohon Kasasi selaku Kurator.

2. Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat surat undamgak menghadiri
rapat kreditor dari Kurator. Pemberitahuan mel@ujdua) surat kabar
tidak/bukan alasan untuk membenarkan bahwa Termélasasi sudah
sempurna memberitahukan undangan rapat kredit@agipPemohon
Kasasi adalah instansi yang mewakili Negara. TeonoKasasi lalai
dalam melaksanakan tugas.

3. Pemohon Kasasi adalah mempunyai hak preferens @hehukan)

kepentingan Negara/ masyarakat.
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Apabila melihat dissenting opinion yang diajukaretolKetua Majelis
Hakim diatas, maka yang dilakukan Kantor PelayaRafak menerbitkan
Surat Pemberitahuan Pajak PT Hendratha Plywood ydifigiti oleh
dokumen pendukung sudah benar sesuai dengan prodaduketentuan
perpajakan yang berlaku. Kesalahan Pengadilan Njzg#a Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat adalah tidak menanggapi 8eraberitahuan Pajak PT
Hendratna Plywood yang diikuti oleh dokumen pendgkbukti sahnya
piutang pajak) tersebut.

Utang pajak PT Hendratna Plywood tidak diakui dengksan tagihan
datang terlambat sehingga tidak dapat dicocokkepei® yang diketahui, PT
Hendratna Plywoos dinyatakan pailit pada tanggalpvil 2010 sedangkan
tagihan utang pajak disampaikan pada tanggal 7 20&D. Tagihan utang
pajak tersebut tidak terlambat, hanya saja ketilelatkan rapat kreditor,
Kantor Pelayanan Pajak tidak mendapat undangamaskraysung, undangan
disampaikan melalui 2 (dua) surat kabar.

Ketentuan Pasal 137 ayat (2) juncto ayat (3) Undamang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KeamjiBembayaran
Utang, mengatur tentang piutang yang dapat ditdgiam waktu 1 tahun
setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkainb diperlakukan
sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggadliat. Semua piutang yang

dapat ditagih setelah lewat waktu 1 tahun setelagdal putusan pernyataan
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pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yabgrlaku 1 tahun setelah
tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Oleh karena itu, Kedudukan Kantor Pelayanan Pagdagai Kreditor
Preferen yang memiliki hak istimewa sudah sangat karena utang yang
ada timbul kerana undang-undang. Dalam hal ini Rehdfatna Plywood
sebagai Wajib Pajak sekaligus debitor pailit sebraya mendahulukan
pembayaran terhadap Kantor Pelayanan Pajak unéliinasi utang pajak.
Apabila utang pajak itu dikesampingkan, Kantor P&ten Pajak berhak
menerbitkan Surat Paksa untuk guna pelunasan pi@ag tersebut. Dalam
hal utang pajak tersebut tidak diakui karena aldagiinan datang terlambat,
sesuai ketentuan Pasal 137 ayat (2) juncto ayair{@ang-undang Nomor 37

Tahun 2004 tagihan pajak tersebut tetap harusudipit

2. Dapat Dinyatakan dengan M ata Uang atau M ata Uang Asing

Unsur utang yang kedua yaitu dapat dinyatakan dengda uang atau mata uang
asing. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mata uarmgaladalat pembayaran
transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negardullJIndonesia mata uang
adalah Rupiah. Mata uang asing adalah mata uarig segara yang berada atau
beredar di negara lain dari sudat pandang negeraelsebut. Mata uang asing bisa
didapatkan di bank-bank lokal ataupun di money gkanMata uang asing yang

berada di Indonesia misalnya US$.
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Unsur ini berkaitan dengan kewajiban debitor metungang-utangnya dengan
menggunakan harta kekayaannya. Tentang harta lkakagie@tur dalam hukum
kekayaan. Hukum kekayaan adalah hukum yang menigeatiang hak-hak kekayaan,
yaitu hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis/uaagi hak-hak kekayaan berbeda
dengan hak-hak lain, karena mempunyai nilai uaniya bisa dijabarkan dalam

sejumlah uang tertentd.

Hukum tentang harta kekayaan diatur dalam Bukul k€tab Undang-undang
Hukum Perdata tentang Kebendasiar{ Zakeljn Menurut Rachmadi Usman, hukum
harta kekayaan (vermogensrecht) adalah ketentuantkan hukum yang mengatur
mengenai hubungan hukum seseorang dengan hartgaleekgang dikuasainya, yang
melahirkan hak atas kekayaan yang bersifat abgdiwtur dalam hukum kebendaan
termasuk hukum jaminan) dan melahirkan hak atasykedn yang bersifat relative

(diatur dalam hukum perikatarD.

Dalam hal kepailitan, pihak yang berutang diselaltitdr, sedangkan pihak yang
memberi utang disebut kreditor. Kreditor berhak umgut sesuatu dan debitor
merupakan pihak yang dituntut. Sesuatu yang ditutdudisebut prestasi. Prestasi
adalah objek perikatan, yaitu sesuatu yang wajierdihi oleh pihak yang dituntut
(debitor) terhadap pihak penuntut (kreditor). Rasistselalu dapat dinilai dengan

uang, dapat berupa pemenuhan benda tertentu atakuken perbuatan tertentu.

54 . .
J.Satrio, op.cit., him.2.
**> Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 5.
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Dalam konteks pengertian utang yang diatur Pasayat (6) Undang-undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundé&awvajiban Pembayaran
Utang, debitor berkewajiban melakukan pembayargpad@ kreditor. Alat bayar
yang digunakan pada umumnya adalah mata uang. Dpiaimbeli sering juga
dilakukan pembayaran dengan mata uang asing yaegudi valuta asing, misalnya
Dolar Amerika atau Euro mata uang bersama di negsgara Eropa. Dalam
pembayaran dengan valuta asing akan berlaku nileartterhadap mata uang
nasional Kurs, exchange rate).Pembayaran juga dapat dilakukan dengan
menggunakan surat berharga, misalnya cek, wedgét lgiro dan surat berharga

lainnya.

Dalam kasus ini, utang pajak PT Hendratna Plywoogyatakan dengan mata
uang nasional Indonesia yaitu Rupiah. Jumlah kededun utang pajak PT Hendratna
Plywood adalah Rp.751.478.557,00 (tujuh ratus lpoéuh satu juta empat ratus
tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tuRupiah) yang terdiri dari Utang
pajak tersebut terdiri Surat Ketetapan Pajak KuraBgyar sejumlah Rp
673.271.954,00 ( enam ratus tujuh puluh tiga juta datus tujuh puluh satu ribu
sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) dan Suemgibn Pajak sejumlah Rp
77.706.623,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratnam ribu enam ratus dua puluh tiga
Rupiah) yang berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHAQng pajak tersebut terdiri

dari PPN Impor, PBB, dan Bunga Penagihan.
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Selain utang pajak, PT Hendratna Plywood juga mikiniitang terhadap 2 (dua)
kreditor lainnya yaitu PT Ocean Global Shipping d&h Samudra Niaga Global.
Utang terhadap PT Ocean Global Shipping tersebuipbeBill of Lading (B/L) saat
pengiriman barang dari Banjarmasin ke Felixstoweit@dl Kingdom, England) pada
2 Januari 2008 senilai US$ 20.300 dan utang teph&da Samudra Niaga Global
berupa tagihan untuk jasa pengangkutan tujuanaBaagin ke Singapore selama

Januari — April 2008 dengan total utang US$ 2.870.

Sehingga utang pajak dalam kasus ini adalah utang glinyatakan dengan mata
uang rupiah dan utang terhadap 2 (dua) kreditonnja@ adalah utang yang

dinyatakan dengan mata uang asing.

3. Secaralangsung ataupun yang akan timbul di kemudian hari.

Salah satu unsur utang yang diatur dalam Pasajkag Undang-undang Nomor
37 Tahun 2004 adalah “secara langsung ataupunajkargtimbul di kemudian hari”.
Maksud dari unsur ini adalah berkaitan dengan syaamohonan pailit mengenai
adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapatiitdgfang yang saat ini ada atau
dikatakan telah jatuh tempo ketika waktu terseblaht sesuai dengan jangka waktu
yang telah diperjanjikan, atau terdapat hal-hah ldimana utang tersebut dapat
ditagih sekalipun belum jatuh tempo. Utang yanghakabul di kemudian hari atau

kontingen atau utang yang belum jatuh tempo dapagid dengan menggunakan
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“acceleration clause”atau“acceleration provisionatau percepatan jatuh tempo dan

default clause®

Menurut Setiawan, terdapat perbedaan antaca€leration clausedan “default
clause”. Acceleration clause memberikan hak kepada kreditduk mempercepat
jangka waktu jatuh tempo dari utang, jika kreditograsa dirinya tidak amagdeems
itself insecure)pleh karena itacceleration clauséebih luas daripada default clause
yang digunakan apabila kreditor memandang bahwatdraébut perlu dilakukan
meskipun utang belum jatuh tempo. Untuk menggunakaeleration clausdarus
disertai adanygood faith Adapun yang dimaksud denggoodfaithadalah adanya

reasonable evidencean bukti tersebut tidak harus berupa putusagamétan®’

Bahwa utang dalam kasus yang dianalisis ini, sgleailgsung telah ada pada saat
diajukan permohonan pernyataan pailit. Secara lhugambahasannya telah

diuraikan pada bagian unsur 1 (satu).

4. Wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada

kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Kreditor yang hak-haknya diakui oleh hukum berhakuld minta bantuan

hukum, dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibagstasinya dengan baik dan

*® Hadi Subhan., op.cit, him.91.
> Ibid.
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secara sukarefd. Jika utang itu merupakan utang yang timbul karpeganjian,
maka debitor harus melaksanakan kewajibannya sepertyang telah diatur dalam
perjanjian tersebut karena apa yang telah dibuaraesah dalam perjanjian mengikat
bagi para pihak selayaknya undang-undang. Artifika, debitor tidak bersedia
memenuhi prestasinya, kewajiban berprestasi itatddjgpaksakan, kreditor berhak
mengajukan gugatan ke muka pengadilan dan pengadikan memaksakan
pemenuhan prestasi tersebut dengan menyita danlangpldarta kekayaannya
sejumlah yang wajib dipenuhinya kepada pihak laDebitor yang tidak
melaksanakan isi perjanjian atau tidak memenuhiakban/prestasi yang telah

diperjanjikan maka debitor tersebut melakukan patdouwanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yéglgh disepakati dalam
perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debil@rena dua kemungkinan

alasart? yaitu :

a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaapum kelalaian.
b. Karena keadaan memak8arce majeure)di luar kemampuan debitor. Jadi,

debitor tidak bersalah.

>8 J.Satrio, op.cit, him.20.
> Abdulkadir Muhammad, op.cit, him.242.
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Untuk mengetahui apakah seorang debitor bersaldakol@n wanprestasi, perlu
ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakangaja atau lalai tidak

memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keagaduo :

a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atalirk

c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat paaltunya atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitor dalam keaeaarprestasi, maka yang
harus diperhatikan adalah jangka waktu pemenuhkkgamaan prestasi yang telah
diatur dalam perikatan. Apabila jangka waktu telditentukan, maka debitor
dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu tetselpabila jangka waktu tidak
ditentukan dalam perikatan maka debitor perlu @dikgn agar memenuhi prestasi
tersebut dalam waktu yang ditentukan. Peringatdruadi secara tertulis, dapat
dilakukan secara resmi dan dapat juga dilakukamraetidak resmi. Peringatan
tertulis secara resmi dilakukan melalui pengaditegeri yang berwenang yang
disebutsommatieKemudian pengadilan negeri menyampaikan surathetdespada
debitor melalui juru sita dengan disertai beritaracpenyampaiannya. Peringatan
tertulis secara tidak resmi atau yang disebut pleygaganingebreke stellingnisalnya
melalui surat tercatat, faksimile, atau disampailssmdirinoleh kreditor kepada

debitor dengan tanda terirffa.

% Ipid,
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Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya &idak memenuhi kewajibannya
sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajibesebut karena ada unsur
salah padanya. Maka ada akibat-akibat hukum yeaeg tantutan dari kreditur bisa
menimpa dirinya. Dalam hal debitor lalai untuk menr@d kewajiban perikatannya
kreditor berhak untuk menuntut penggantian kerygyamg berupa ongkos-ongkos,
kerugian, dan bunga. Akibat hukum ini menimpa daehiaik dalam perikatan untuk
memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun rtidlkukan sesuatu. Hal ini

berdasarkan Pasal 1236 dan 1243 Kitab Undang-urtdakgm Perdata.

Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata nekgm@ bahwa sejak
debitor lalai, maka resiko atas objek perikatan jadintanggungan debitor. Jika
perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, makardasarkan Pasal 1266 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata kreditor berhak untubnumtut pembatalan
perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengantamganti rugi. Tetapi kesemuanya
itu tidak mengurangi hak dari kreditor untuk tempnuntut pemenuhah.Debitor
diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapatkdikan atau pembatalan disertai
pembayaran ganti kerugidhSelain itu, debitor wajib membayar biaya perkéka j

diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitoratakan bersalaf.

Apabila debitor tidak memenuhi prestasi karenateperistiwva yang tidak dapat

diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadikietnembuat perikatan. Hal ini

61 J.Satrio, op.cit, him.144
%2 pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
% Abdulkadir Muhammad, op.cit, him.243.
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disebut dengan kekadaan memafisece majeur) Dalam keadaan memaksa, debitor
tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbduai kemauan dan kemampuan

debitor®*
Unsur-unsur keadaan memaksa :

a. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristjggng membinasakan atau
memusnahkan benda objek perikatan.

b. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiy@ng menghalangi
perbuatan debitor untuk berprestasi.

c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduganakerjadi pada waktu

membuat perikatan.

Jika utang tersebut adalah utang yang timbul kanewlang- undang, dan debitor
tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak melungang tersebut. Hal yang
dilakukan debitor dikategorikan sebagai perbuataawan hukumonrechtmatige
daad) karena melanggar perintah undang-undang. Tentarbugtan melawan
hukum, diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undadgkum Perdata,
Selengkapnya Pasal ini menyatakan: “Tiap perbuateatanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkangoyang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian terséb

® Ibid.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-gnddukum Perdata
tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perbuatamatdkgn melawan hukum apabila

memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

a. Perbuatan itu harus melawan hukum.
b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harushabdangan kausal.

Jika salah satu dari unsur diatas tidak terpenudtkarperbuatan itu tidak dapat

digolongkan perbuatan melawan hukum.

a. Perbuatan

Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif dan pstan negatif.
Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-lwkkarakan diatur dalam
Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bebunegatif adalah
perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan, didélsm Pasal 1366 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, ua¢ah positif
dikerjakan oleh orang yang benar-benar berbuagnggén perbuatan negatif
tidak dikerjakan sama sekali oleh orang yang belsstan. Pelanggaran
perbuatan dalam dua pasal tersebut mempunyai akidatm yang sama,

yaitu mengganti kerugiaf?.Pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365

® Abdulkadir Muhammad, op.cit, him.260.
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata diperluas setadlanya putusaHoge

Raad 31 Januari 1919 yaitu mencakup juga perbuatantihdgasal 1366
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu berbuat ek berbuat. Jadi
perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab rgpndadang Hukum

Perdata adalah berbuat atau tidak berbuat yanggikaruorang lain.

b. Melawan Hukum(onrechtmatig)

Perbuatan melawan hukum yakni perbuatan itu tidadya melanggar hak
orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hokansendiri yang
diberikan undang-undang tetapi juga perbuatan y@ergentangan dengan
kesusilaan atau kesopanan.

c. Ganti Kerugian

Kerugian yang dimaksud dalam pengertian ini dapaufa kerugian
materil maupun imateril. Dalam pasal-pasal mengegaati kerugian akibat
wanprestasi, kerugian itu meliputi tiga unsur yaliiaya, kerugian yang
sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. bkareg dipakai adalah
uang. Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsugikar dan ukuran

penilaian dengan uang dapat diterapkan secaragisdfo

® Ibid, him.264.
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d. Kesalahan

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian ddlakum perdata,
bukan hukum pidana. Kesalahan dalam rumusan P&&8 Melingkupi
semua gradasi, dari kesalahan dalam arti “kesemgjaj@ampai pada
kesalahan dalam arti “kelalaian”. Menurut konsegumu perdata, seseorang
dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalianwa dia telah
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan gangsnya dihindarkan.
Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidakuttiéa itu tidak terlepas
dari dapat atau tidaknya dikira-kirakan. Dapat rdi#irakan itu harus diukur
secara objektif. Artinya, manusia normal dapat nranggirakan dalam
keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakakam tidak dilakukan.
Dapat dikira-kirakan itu harus juga dapat diukwasa subjektif. Artinya, apa
yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat memngirakan bahwa
perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak alitaik®’

Selain dari ukuran objektif dan subjektif, oranghgaberbuat itu harus
dapat dipertanggungjawabkan (responsible). Artimyang yang berbuat itu
sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak beradavdhb@engampuan. Dalam
pengertian, “tanggung jawab” itu termasuk juga akitukum dari perbuatan

orang yang berada di bawah pengawasannya, kekugsaatan akibat yang

* Ibid
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timbul dari binatang yang berada dalam pemelihangardan benda-benda
yang berada di bawah pengawasarffiya.
e. Hubungan Kausal.

Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari ldlifasal 1365 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, “perbuatan yang kat@salahannya
menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbulbagai akibat dari
perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatank padda ada akibat, dalam hal
ini kerugian. Untuk mengetahui bahwa suatu perbua@dalah sebab dari
suatu kerugian, perlu diikuti tecsidequate veroorzakingang dikemukakan
oleh Von Kries. Menurut teori ini, yang dianggapbagai sebab adalah
perbuatan yang menurut pengalaman manusia nornpEtuseya dapat
diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akipatadalah kerugian.
Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbuisheda hubungan langsung
(hubungan sebab akib&?).

Sebagai contoh, seseorang lewat melalui pekaramgeng lain kemudian
pot kembang milik pekarangan itu tersentuh hinggahj dan pecah. Di sini,
antara perbuatan tersentuh (sebab) dan kerugiaptyahbul, yaitu pecahnya
pot kembang (akibat) ada hubungan kausal. Akapitgika dia lewat dalam
pekarangan itu bertepatan dengan jatuhnya pot kegnkarena tataannya

lapuk, di situ tidak ada hubungan kausal.

% pasal 1367 dan 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
% Abdulkadir Muhammad, op.cit, him.265.
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Dalam kasus ini, PT Hendratna Plywood dikategorikaelakukan
perbuatan wanprestasi terhadap 2 (dua) kreditoyakai PT Samudra Niaga
Global dan PT Ocean Global Shipping karena PT HendrPlywood tidak
melaksanakan kewajiban yang timbul karena perjanjia

Terhadap kewajiban/ utang yang timbul karena undstgng, PT
Hendratna Plywood memiliki kesalahan yakni melaaikkewajibannya
untuk membayar utang pajak. Oleh karena itu, ddanteks hukum perdata
PT Hendratna Plywood dikategorikan telah melakugarbuatan melawan

hukum karena melanggar perintah undang-undang eéamgikan negara.

H. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan terhadap Putusan Penghiihiga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pailit/2010/PN.Ni#dgd&st dan Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 540/K/Pdt.Sus/20Thaka dapat diambil
kesimpulan berikut ini. Putusan Pengadilan dapailaili kurang tepat karena
mengeluarkan putusan yang berisi menolak permohograang diajukan Kantor
Pelayanan Pajak, mengingat bahwa kedudukan Kanttayd&han Pajak dalam
kepailitan adalah sebagai kreditor istimewa. Sedrgra pada rapat pencocokan
piutang, Kantor Pelayanan Pajak diundang secarairestuk meghadiri rapat

tersebut. Dengan tidak dicocokannya piutang pajakanapabila utang pajak tersebut
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tidak mendapat pelunasan dari harta kekayaan Pdrggra Plywood sebagai debitor
pailit, maka pelunasan utang pajak tersebut mengdijgung jawab kurator secara
pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayalgi)(2) juncto Pasal 83 ayat (1)
dan (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentampahitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 32 Undangagndamor 16 Tahun 2009

tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
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PUTUSAN
Nomor 540 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIRJEN
PAJAK KANTOR WILAYAH SELATAN dan TENGAH, KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN berkedudukan di
Jalan Gatot Subroto Nomor 22 Banjarmasin, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Agus Kurniawan, SH., LLM., dkk., para Kepala Seksi
Bantuan Hukum, Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum, Kepala Seksi
Penagihan dan para Pelaksana Subdit Bantuan Hukum pada Direktorat
Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 22 Banjarmasin,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan ;

Terhadap:

SAFITRI HARIYANI, SH., MH., selaku Kurator PT. HENDRATNA
PLYWOOD (dalam Pailit) bertempat tinggal Jalan Rawa Bambu Raya
Blok A Nomor 7B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah memberikan laporan di muka
persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal bantahan
atas Daftar Tagihan Kreditor PT. Hendratna Plywood (Dalam Pailit) yang Diakui, yang
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa utang pajak PT. Hendratna Plywood (Dalam Pailit) yang terdaftar pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah sejumlah Rp 751.478.577,00
(tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh
puluh tujuh Rupiah) yaitu yang terdiri dari :

a Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar :

No. Janis Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak Ketetapan Tempo Tunggakan
1. |PPN Impor| 00001/227/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 491.117.587,00
2. [PPN Impor| 00001/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 36.435.133,00
3. [PPN Impor| 00002/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 18.402.539,00
4. [PPN Impor| 00003/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 38.242.695,00
5. |PPN Impor| 00004/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 43.334.553,00
6. |PPN impor| 00005/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 20.021.842,00
Jumlah Rp 673.271.954,00
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b. Surat Tagihan Pajak

No. Janis Pajak Nomor Surat Tagihan Tunggakan
1. | PBB STP-01/PBB/10/731/2010 04/05/2010 Rp 12.135.632,00
2. | PBB STP-09/PBB/09/731/2010 04/05/2010 Rp 14.081.973,00
3. | Bunga 00001/109/08/731/11 27/04/2011 Rp 58.934.110,00
Penagihan
4. | Bunga 00002/109/08/731/11 27/04/2011 Rp 4.372.228,00
Penagihan
5. Bunga 00003/109/08/731/11 27/04/2011 Rp 2.208.395,00
Penagihan
6. | Bunga 00004/109/08/731/11 27/04/2011 Rp 4.589.123,0
Penagihan 0
7. | Bunga 00005/109/08/731/11 27/04/2011 Rp 5.200.146,00
Penagihan
8. | Bunga 00006/109/08/731/11 27/04/2011 Rp 2.402.621,00
Penagihan
Jumlah Rp 77.706.623,00

2. Bahwa kronologis penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Impor :

1 Pada tanggal 8 September 2010, KPP Pratama Banjarmasin menerima Surat
dari KPPBC Banjarmasin yaitu surat Nomor S-1117/WBC.14/ KPP.07/2010
tanggal 6 September 2010, hal : Fotokopi LHA PT. Hendratna Plywood.
Dalam surat tersebut terlampir Laporan Hasil Audit PT. Hendratna Plywood
Nomor LHA39/WBC.14/2008 tanggal 31 Oktober 2008 ;

LHA diperlukan sebagai data dalam proses penerbitan Surat Ketetapan
Pajak atas PT. Hendratna Plywood ;

2 Dengan berdasar pada Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin tersebut maka pada
tanggal 19 Oktober 2010 KPP Pratama Banjarmasin menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PT. Hendratna Plywood dengan total
Rp 673.771.954,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh
satu ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) sebagaimana disebut

pada angka 1 huruf b di atas yaitu sebagai berikut :

No.| Jenis Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak Ketetapan Tempo Tunggakan

18/11/2010 Rp. 491.117.587,-
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1. | PPN 00001/227/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 491.117.587,00

Impor
2. | PPN 00001/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 36.435.133,00
3. | PPN 00002/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 18.402.539,00
4. | PPN 00003/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 38.242.695,00
5. | PPN 00004/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 43.334.553,00
6. | PPN 00005/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 Rp 20.021.842,00

Jumlah Rp 673.771.954,00

b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak :

1) Sebagaimana kami nyatakan dalam surat kami terdahulu yaitu surat Nomor
S466/WPJ.29/KP.0104/2010 tanggal 7 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Utang
Pajak PT. Hendratna Plywood dimana dalam surat tersebut secara terang dan
berdasar hukum kami nyatakan bahwa PT. Hendratna Plywood (dalam pailit)
memiliki utang pajak yang masih harus dibayar kepada Negara sebesar Rp
118.147.301,00 (seratus delapan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga
ratus satu Rupiah) yaitu berupa Surat Tagihan Pajak (STP) yang terdiri dari :

No. | Jenis Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak Ketetapan Tempo Tunggakan
1 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp. 12.135.632,00
/PBB/10/731/2010
2 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp. 24.064.400,00
02/PBB/10/731/2010
3 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp. 18.447.200,00
/PBB/10/731/2010
4 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp. 21.403.392,00
/PBB/09/731/2010
5 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp. 27.914.704,00
/PBB/09/731/2010
6 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp. 14.081.973,00
/PBB/09/731/2010
Jumlah Rp.
118.147.301,00

2).Atas utang pajak tersebut, pada tanggal 24 September 2010, dilakukan
pembayaran sebagian oleh pihak ketiga yaitu :

No. [ Jenis Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak Ketetapan Tempo Tunggakan
1 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 24.064.400,00
/PBB/10/731/2010
2 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 18.447.200,00
/PBB/10/731/2010
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3 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 21.403.392,00
/PBB/09/731/2010
4 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 27.914.704,00
/PBB/09/731/2010
Jumlah Rp 91.829.696,00

Dengan demikian masih terdapat 2 (dua) buah STP yang terutang atas nama PT.

Hendratna Plywood sebagaimana kami sebutkan pada angka 1 huruf b di atas

yaitu :
No. | Jenis Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Jumlah
Pajak Ketetapan Tempo Tunggakan
1 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 [ Rp 12.135.632,00
/PBB/10/731/2010
2 | PBB STP- 04/05/2010 | 03/06/2010 [ Rp 14.081.973,00
/PBB/09/731/2010
Jumlah Rp 26.217.605,00

2 Dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan
Pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) yaitu sebagai
berikut :
a. Pasal 13 ayat (1) mengatur :
"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal
Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal
sebagai berikut :

a apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar ;

b apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran ;

¢ apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak
seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) ;

d apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29
tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang

terutang ; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/
atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) ;

b. Pasal 14 ayat (1) mengatur :
"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;

b Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung ;

¢ Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga ;

d Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi
tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat
waktu ;

e Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak
mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
selain :

1 TIdentitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya ; atau

2 Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran ;

f Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa
penerbitan faktur pajak ; atau

g Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya ;

c. Pasal 19 ayat (1) mengatur :

"Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak
yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau
kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa,
yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan" ;

d. Pasal 22 ayat (1) mengatur :
Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan
biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali" ;
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas dan berdasar hukum bahwa tindakan
Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Banjarmasin menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak adalah tindakan hukum yang
sah, benar serta masih dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang dan oleh
karenanya akibat-akibat yang ditimbulkannya adalah akibat hukum yang harus ditaati
dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait ;
4. Kedudukan Utang Pajak dalam Kepailitan :

a Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :
"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan Undang-Undang" ;

Berdasarkan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut,
jelaslah bahwa pengaturan mengenai perpajakan akan tunduk pada undang-
undang khusus di bidang perpajakan yang merupakan bagian dari hukum
publik ;
Hal ini sejalan dengan pendapat R. Santoso Brotodihardjo, S.H. dalam buku
Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat, Penerbit PT Refika Aditama, Juni
2003, berpendapat bahwa :
1 Halaman 1 alinea 1
"Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil
kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat
dengan melalui kas negara, sehingga isi merupakan bagian dari hukum
publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-
orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak
(selanjutnya sering disebut wajib pajak)" ;
2 Halaman 1 alinea 3
"Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum
pidana dengan acara pidananya..." ;
3 Halaman 11 baris 1 s.d. baris 14
"Dengan hukum perdata, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang
mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, hukum pajak banyak sekali
sangkut pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti karena sebagian besar hukum
pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian,

keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam
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lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan,
pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya. Setengah sarjana
mengatakan bahwa bukan itulah yang menyebabkan timbulnya hubungan
yang erat antara hukum pajak dan hukum perdata, melainkan karena suatu
ajaran (antara lain yang disiarkan oleh Prof Mr. Paul Scholten, guru besar
pada Universitas Amsterdam, dalam buku Burgerlijk Recht : Algemeen Deel)
bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi
segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang
menyimpang dari padanya" ;
4) Halaman 12 baris 8 s/d. baris 12
"...pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata besar pula. Sebagai akibat dari
ketentuan bahwa lex specialis (peraturan yang istimewa) harus diberi tempat yang
lebih utama dari lex generalis (peraturan yang umum), maka dalam setiap
undang-undang (demikian juga dalam peraturan-peraturan pajak) haruslah pula
dalam penafsirannya pertama-tama dianut peraturan yang istimewa ini" ;
Berdasarkan hal tersebut di atas, selain bersifat memaksa, Pajak juga memiliki sifat
istimewa/mendahulu melebihi segala hak mendahulu lainnya sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 ayat (1) UU KUP;
b. Pasal 1137 KUHPerdata mengatur :
"Hak dari kas Negara, Kantor Lelang dan badan umum yang dibentuk oleh
Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu
berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang
mengenai hal itu";
c. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang KUP secara terang mengatur :
"Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik
Penanggung Pajak” ;
Berdasarkan ketentuan Pasal 1137 KUHPerdata dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang
KUP yang saling berkaitan tersebut, jelas bahwa Negara mempunyai hak mendahulu
atas segala hak lainnya, termasuk atas hak kreditur separatis. Hal ini juga sangat sesuai
dengan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul
"Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek" pada halaman 100 yang menyatakan bahwa :
"Kedudukan kreditur separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditur lainnya,
kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Lihat Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata ;
Apakah ada undang-undang yang menentukan sebaliknya? Memang ada. Contoh dari
undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditur lain yang kedudukannya lebih
tinggi dari kreditur pemegang hak jaminan adalah sebagai berikut :
1 Pasal 1149 ayat (1)
Bahwa biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan

penyelesaian suatu warisan ;
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2 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan Bahwa
hutang pajak lebih tinggi kedudukannya dari hutang lain termasuk hutang dengan
hak jaminan ;

3 .

Dengan demikian jelas dan sangat berdasar hukum bahwa kewajiban untuk
membayar dan melunasi utang pajak adalah kewajiban yang harus diutamakan
dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran kepada pihak lain ;
5. Akibat hukum bagi Kurator jika tidak mendahulukan pembayaran utang pajak dalam
perkara kepailitan ;
Bahwa dalam hal utang pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Bantahan ini
tidak diakui dalam Daftar Kreditur yang Diakui dan/atau dalam Daftar Pembagian
dan/atau tidak dapat dilunasi secara penuh oleh harta pailit/boedel maka penagihan/
pelunasannya akan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP)
yang menyatakan bahwa :
a. Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP
"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :
a. badan oleh pengurus ;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator ;
c.."
b. Pasal 32 ayat (2) UU KUP
"Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi
dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila
dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka
dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung
jawab atas pajak yang terutang tersebut" ;
c. Pasal 1 angka 3 UU PPSP
"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan" ;
6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada angka 1 s.d 5 tersebut di atas, sangat jelas

bahwa :
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a Utang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pembayaran dan
pelunasannya harus didahulukan dari pembayaran utang kepada kreditur-
kreditur lainnya dan bersifat memaksa sesuai ketentuan UUD RI Tahun
1945 (Pasal 23A UUD 1945 dan Pasal 1137 KUHPerdata Jo Pasal 21 ayat
(1) UU KUP Jo. Pasal 19 ayat (6) UndangUndang PPSP), oleh karena itu
sudah seharusnya utang pajak dibayar terlebih dahulu sebelum dilakukan
pembagian boedel pailit untuk pembayaran utang kepada kreditur-
kreditur lainnya ;

b Kurator sebagai wakil Wajib Pajak berkewajiban melaksanakan
pembayaran dan pelunasan utang pajak PT Hendratna Plywood (dalam
pailit) secara penuh yaitu sebesar Rp 751.478.577,00 (tujuh ratus lima
puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh
puluh tujuh Rupiah) sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang
KUP;

¢ Penagihan utang pajak akan tetap dilakukan terhadap Kurator sebagai
wakil Wajib Pajak sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan Pasal 32 ayat (2)
Undang-Undang KUHP ;

Bahwa terhadap permohonan Penyelesaian Perselisihan Tagihan (Renvoi
Prosedur) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 16/PAILIT/2010/ PN.NIAGA. JKT.PST.
tanggal 23 Juni 2011, yang amarnya sebagai berikut :

e Menolak Permohonan Keberatan (renvoi) Pemohon untuk
seluruhnya ;

e Membebankan biaya perkara permohonan renvoi prosedur ini
pada biaya kepailitan ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli
2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, kemudian terhadapnya oleh Pemohon
dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2011
diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2011 sebagaimana ternyata
dari akte permohonan kasasi Nomor 41 Kas/Pailit/-2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor
16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakatta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Juli 2011 telah

disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori
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kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 12 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan
kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam
memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I Bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan karena
Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau setidak-
tidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan serta telah melampaui batas wewenang dalam memutus
perkara a quo, oleh karena itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung
untuk membatalkan putusan a quo ;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, yang mengatur bahwa :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan

pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;

b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

¢ Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan” ;

11 Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai
dalam memenuhi jangka waktu penyampaian salinan putusan kepada pihak
Pemohon Kasasi/Pelawan yaitu telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari
sejak putusan dibacakan, dengan penjelasan bahwa putusan perkara Nomor
16/Pailit/2010/-PN.Niaga.Jkt.Pst. diputus pada tanggal 21 Juni 2011 dan
diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada
tanggal 23 Juni 2011 tetapi salinan putusan baru disampaikan oleh
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon
Kasasi/Pelawan pada tanggal 30 Juni 2011 yaitu 1 (satu) hari sebelum batas
jangka waktu pengajuan Kasasi ;

Hal ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

a Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang mengatur bahwa :
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"Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam
jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan" ;

b Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa :

"Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6)
wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor,
pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim
Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan
pernyataan pailit diucapkan" ;

Bahwa kelalaian/keterlambatan penyampaian salinan putusan oleh Pengadilan Niaga

tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi/Pelawan tidak memiliki waktu yang cukup

untuk menyusun memori kasasi, sehingga hal ini sangat merugikan pihak Pemohon

Kasasi/Pelawan dan oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pelawan mohon agar

Mahkamah Agung memberikan teguran atau peringatan kepada Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar untuk selanjutnya dapat mengirimkan

salinan putusan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ;

I Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah
membatasi hak Pemohon Kasasi/Pelawan untuk mengungkapkan fakta dan
kebenaran di depan persidangan karena Majelis Hakim tidak memberi
kesempatan bagi Pemohon Kasasi/Pelawan untuk mengajukan Replik atas
Tanggapan Termohon (Kurator) dengan alasan pemeriksaan dan penyelesaian
perkara a quo harus diputus dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, oleh karena
itu adalah sangat beralasan hukum bagi Pemohon Kasasi/ Pelawan untuk
meminta kepada Majelis Hakim pada Mahkamah
Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat kiranya
mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang akan Pemohon Kasasi/
Pelawan sampaikan sebagai berikut :

v Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Pelawan sangat setuju terhadap
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga perkara Nomor 16/Pailit/
2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah menerima fakta hukum yang menyatakan
bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan mempunyai hak mendahulu yang bersifat
memaksa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan
halaman 19 paragraf 1 ;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan tersebut, jelas bahwa Negara

mempunyai hak mendahulu atas segala hak lainnya, termasuk atas hak Kreditor

separatis dan oleh karenanya adalah sangat beralasan dan berdasar hukum bagi

Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar

memerintahkan Termohon Kasasi/Terlawan untuk menerima segala piutang pajak
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yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dengan hak mendahulu atas segala hak

lainnya ;

v Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Pelawan uraikan kembali dasar keberatan
(bantahan) yang menjadi pokok permohonan Pemohon Kasasi/Pelawan yaitu
sebagai berikut :

1 Bahwa utang pajak PT. Hendratna Plywood (Dalam Pailit) yang terdaftar pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah sejumlah Rp
751.478.577,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan
ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) yaitu yang terdiri dari :

a Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar :

No. Jenis Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Jumlah
Tempo Tunggakan
Pajak Ketetapan

1. PPN Impor 00001/227/08/731/10 19/10/2010 /11/2010 Rp 491.117.587,00
2. PPN Impor 00001/127/08/731/10 19/10/2010 8/11/2010 Rp 36.435.133,00
3. PPN Impor 00002/127/08/731/10 19/10/2010 18/11/2010 Rp 18.402.539,00
4. PPN Impor 00003/127/08/731/10 19/10/2010 18/11/2010 Rp 38.242.695,00
5. PPN Impor 00004/127/08/731/10 19/10/2010 /11/2010 Rp 43.334.553,00
6. PPN Impor 00005/127/08/731/10 19/10/2010 18/11/2010 Rp 20.021.842,00

b  Surat Tagihan Pajak

Tanggal
No. Jenis Pajak Nomor Surat Tagihan Surat Jumlah Tunggakan
Tagihan
1. PBB STP-01 /PBB/1 0/731/201 0 04/05/2010 Rp 12.135.632,00
2. PBB STP-09/PBB/09/731 /201 0 /05/2010 Rp 14.081.973,00
3. Bunga Penagihan 00001/109/08/731/11 27/04/2011 Rp 58.934.110,00
4. Bunga Penagihan 00002/109/08/731/11 /04/2011 Rp  4.372.228,00
5. Bunga Penagihan 00003/109/08/731/11 /04/2011 Rp  2.208.395,00
6. Bunga Penagihan 00004/109/08/731/11 27/04/2011 Rp  4.589.123,00
7. Bunga Penagihan 00005/109/08/731/11 /04/2011 Rp 5.200.146,00
8. Bunga Penagihan 00006/109/08/731/11 /04/2011 Rp  2.402.621,00

2 Bahwa kronologis penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
tersebut adalah sebagai berikut :

a Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Impor :

1 Pada tanggal 8 September 2010, KPP Pratama Banjarmasin menerima Surat dari
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin yaitu surat nomor
S-1117/WBC.14/KPP.07/ 2010 tanggal 6 September 2010, hal : Fotokopi LHA
PT. Hendratna Plywood. Dalam surat tersebut terlampir Laporan Hasil Audit PT.
Hendratna Plywood Nomor LHA-39/WSC.14/2008 tanggal 31 Oktober 2008 ;

LHA diperlukan sebagai data dalam proses penerbitan Surat Ketetapan
Pajak atas PT. Hendratna Plywood ;

2 Dengan berdasar pada Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin tersebut maka pada tanggal

19 Oktober 2010 KPP Pratama Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
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Kurang Bayar atas PT. Hendratna Plywood dengan total Rp 647.554.349,00
(enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus

empat puluh sembilan Rupiah) yaitu sebagai berikut :

N Jenis Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Jumlah
0 Pajak Tempo Tunggakan
Ketetapan

1. PPN 00001/227/08/731/10 19/10/2010 18/11/2010 Rp 491.117.587,00
Impor
PPN 00001/127/08/731/10 19/10/2010 18/11/2010 | Rp 36.435.133,00
Impor

2.
PPN 00002/127/08/731/10 19/10/2010 18/11/2010 Rp 18.402.539,00
Impor

3.
PPN 00003/127/08/731/10 19/10/2010 18/11/2010 | Rp 38.242.695,00
Impor

4.
PPN 00004/127/08/731/10 19/10/2010 18/11/2010 | Rp 43.334.553,00
Impor

5.
PPN 00005/127/08/731/10 19/10/2010 18/11/2010 | Rp 20.021.842,00
Impor

6.
Jumlah Rp 647.554.349,00

b Penerbitan Surat Tagihan Pajak :
PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) memiliki utang pajak yang masih harus
dibayar kepada Negara sebesar Rp 118.147.301,00 (seratus delapan belas juta
seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus satu Rupiah) yaitu berupa Surat Tagihan

Pajak (STP) yang terdiri dari :

N | Jenis Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Jumlah
0 | Pajak Tempo Tunggakan
Ketetapan

1. | PBB STP-01/PBB/10/731/2010 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 12.135.632,00

2. | PBB STP-02/PBB/10/731/2010 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 24.064.400,00

3. | PBB STP-03/PBB/10/731/2010 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 18.447.200,00

4. | PBB STP-07 /PBB/09/731/2010 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 21.403.392,00

5. | PBB STP-08/PBB/09/731/2010 04/05/2010 03/06/2010 Rp 27.914.704,00

6. | PBB STP-09/PBB/09/731/2010 04/05/2010 | 03/06/2010 Rp 14.081.973,00
Jumlah Rp 118.147.301,00

2 Atas utang pajak tersebut, pada tanggal 24 September 2010, dilakukan
pembayaran sebagian oleh pihak ketiga yaitu :

|N l Jenis I Nomor Ketetapan I Tanggal l Jatuh l Jumlah |
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o. | Pajak Tempo Tunggakan
Ketetapan
1. | PBB | STP-02/PBB/101731/20100 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 24.064.400,00
2. | PBB STP-03/PBB/101731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 18.447.200,00
3. | PBB STP-07/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 21.403.392,00
4. | PBB STP-08/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 27.914.704,00
Jumlah Rp 91.829.696,00
Dengan demikian masih terdapat 2 (dua) buah STP yang terutang atas
nama PT. Hendratna Plywood sebagaimana kami sebutkan pada angka 1
huruf b di atas yaitu :
N | Jenis Nomor Ketetapan Tanggal Jatuh Jumlah
o. | Pajak Tempo Tunggakan
Ketetapan
1. | PBB | STP-011PBB/101731/201 0 | 04/052010 | 03/06/2010 |Rp 12.135.632,00
2. | PBB STP-09/PBB/09/731120 1 0 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp _ 14.081.973,00
Jumlah Rp 26.217.605,00
Adapun STP Bunga Penagihan diterbitkan atas keterlambatan
pembayaran SKP PPN Impor terutang oleh PT. Hendratna Plywood yang
sampai saat ini belum dibayar dan dilunasi ;

3 Dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan
Pajak adalah undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yaitu sebagai berikut :

a Pasal 13ayat(1);

b Pasal 14 ayat (1) ;

c Pasal 19 ayat (1) ;

d Pasal 22 ayat (1) ;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas dan berdasar hukum bahwa
tindakan Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Banjarmasin selaku
Pemohon Kasasi/Pelawan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan
Surat Tagihan Pajak adalah tindakan hukum yang sah. benar serta masih dalam
jangka waktu yang ditetapkan undang-undang dan oleh karenanya akibat-akibat
yang ditimbulkannya adalah akibat hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan
oleh pihak-pihak terkait ;

4 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah beberapa kali memutus
perkara yang sama dengan perkara a quo, yaitu mengenai kedudukan Negara
(piutang pajak) yang lebih tinggi dari kedudukan kreditor lain ;

5 Bahwa Negara sebagai pemilik piutang pajak memiliki hak istimewa yang
diberikan oleh undang-undang yang pelunasannya harus didahulukan daripada
pembayaran kepada kreditor-kreditor lainnya sebagaimana pendapat para Ahli
sebagai berikut :

a Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. ;
b Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M. ;
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c Eliana Tansah, SH. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa dalam putusan
Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/
Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim a quo telah salah menerapkan hukum yang
berlaku atau setidak-tidaknya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan dalam menolak Bantahan (Keberatan) Pemohon Kasasi/
Pelawan, hal mana dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan yang
bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan
Niaga) tidak salah menerapkan hukum, karena Pelawan terlambat menyampaikan
tagihan kepada Kurator sehingga tidak dapat dimasukkan dalam daftar tagihan tetap
karenanya tidak dapat dicocokkan ;

Bahwa alasan-alasan lain tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan
oleh Judex Facti sehingga uraian keberatan kasasi dalam memori kasasi menyangkut hal
tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Ketua Majelis berbeda pendapat dengan
Hakim Anggota dan mengajukan dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan dengan
pertimbangan Judex Facti telah salah dalam memberi pertimbangan serta salah dalam
penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon Kasasi telah membuat Surat Nomor S.466/WP J.29/KP.

0104/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Pemberitahuan Pajak PT. Hendratna
Plywood yang diikuti dokumen pendukung (bukti sahnya piutang pajak)
tetapi tidak ditanggapi dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
Bahwa surat Nomor S.466/WPJ.29/KP.0104/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut tidak
pernah dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi selaku Kurator ;

2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat surat undangan untuk
menghadiri rapat kreditor dari Kurator. Pemberitahuan melalui 2 surat kabar
tidak/bukan alasan untuk membenarkan, bahwa Termohon Kasasi sudah
sempurna memberitahukan undangan rapat kreditor, apalagi Pemohon Kasasi
adalah instansi/ Negara yang mewakili Negara. Termohon Kasasi lalai dalam
melaksanakan tugas ;

3 Pemohon Kasasi adalah mempunyai hak preference (mendahulukan)
kepentingan Negara/masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata

putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi
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yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Selatan Dan Tengah, Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Banjarmasin tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SELATAN dan TENGAH, KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANJARMASIN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi yang ditetapkan Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011 oleh Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.,, dan HM. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,,
MM., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RITA ELSY, SH., MH., Panitera Pengganti
dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,
Ttd./ SOLTONI MOHDALLY, SH.,, MH. Ttd./ Prof. REHNGENA PURBA, SH.,
MS.
Ttd./ H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.

Panitera Pengganti,
Ttd./ RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi :
1 Meterai .oooovvvvvvnvenennnnnnn. Rp. 6.000,00

2 Redaksi ..oeiiiiiiiinn Rp. 5.000,00
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3 Administrasi .................. Rp.4.989.000,00
Jumlah ............ Rp.5.000.000,00
UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002
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